




ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) 
PADA SATUAN KERJA PUSAT PENGEMBANGAN DAN 
PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 






Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh 























PROGRAM STUDI AKUNTANSI 
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI 
FAKULTAS EKONOMI 















“Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan 
baginya jalan menuju surge” ( H.R Muslim). 
 
Barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia harus 
mencapainya dengan ilmu, dan barang siapa menginginkan 
kebahagiaan di akhirat harus mencapainya dengan ilmu, 
dan barang siapa menginginkan kebahagiaan keduanya, 
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        Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui Sistem Akuntansi Instansi (SAI)  yang diterapkan pada Satuan Kerja 
PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta sudah sesuai dengan aturan yang ada 
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 dan untuk 
mengetahui mekanisme penyampaian laporan keuangan satker PPPPTK Seni dan 
Budaya Yogyakarta sehingga terwujud penyampaian laporan keuangan yang tepat 
waktu. 
        Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara dan dokumentasi. Instrumen dalam penelitian menggunakan pedoman 
wawancara. Teknik analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman 
dengan aktivitas reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
        Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi 
Sistem Akuntansi Instansi (SAI)  yang ada pada satker PPPPTK Seni dan Budaya 
belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
171/PMK.05/2007 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah 
pusat, hal tersebut dikarenakan satker dalam menyelenggarakan SAI belum 
membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit 
Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). Dari hasil temuan diatas, 
kemudian diberikan saran agar nantinya implementasi SAI pada satker PPPPTK 
Seni dan Budaya dapat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah, 
saran tersebut adalah satker PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta segera 
membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit 
Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). 
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A. Latar Belakang Masalah 
Penerapan sistem akuntansi pemerintahan dari suatu negara akan sangat 
bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku  pada negara 
yang bersangkutan. Ciri-ciri terpenting atau persyaratan dari sistem akuntansi 
pemerintah menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), antara lain 
disebutkan bahwa: 
1. Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. 
2. Sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang 
akuntabel. 
3. Sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi 
keuangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana/program dan 
evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan. 
Pemerintah era reformasi telah melakukan koreksi secara menyeluruh 
terhadap sistem keuangan negara yang dipergunakan pada masa pemerintahan 
orde baru dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan negara, koreksi tersebut antara lain: 
1. Menyatukan anggaran negara yang tadinya dibagi dua kelompok, yakni 
anggaran rutin dan anggaran pembangunan. 





3. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara.  
4. Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada tanggal 13 juni 2005 yang sekarang 
peraturan tersebut telah diubah dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. 
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 dan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, mulailah disusun pertanggungjawaban 
keuangan negara yang transparan dan akuntabel dalam LKPP (Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat) pada tahun 2004. LKPP 2004telah memuat 
rangkaian perubahan sistem fiskal yang disajikan dalam bentuk neraca dan 
format baru yang telah diaudit oleh BPK-RI. LKPP tersebut merupakan 
tonggak sejarah kemajuan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban 
keuangan negara.LKPP tahun 2004berbeda dengan laporan keuangan 
pemerintah pusat yang disusun berdasarkan aturan pada masa orde baru. Ada 
berbagai pokok perubahan yang mendasar dari ketentuan baru tersebut, 
perubahan itu meliputi jenis dan format laporan keuangan negara. Sistem 
pembukuan diubah dari sistem satu sisi (single entry) menjadi sistem 
pembukuan yang menggunakan dua sisi yang berpasangan (Double entry). 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 55 ayat 2 menyatakan bahwa 
dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan 
lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan 





neraca, dan catatan atas laporan keuangan pada kementerian negara/lembaga 
masing-masing. Kemudian pada penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004, menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam 
laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan 
akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat 
(SAPP). SAPP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang 
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran 
sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah 
pusat, SAPP terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang dilaksanakan 
oleh Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang 
dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga. 
SAI merupakan salah satu subsistem dari SAPP. Menurut Peraturan Menteri 
Keuangan No. 171/PMK.05/2007, SAI adalah serangkaian prosedur manual 
maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, 
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi 
keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI dilaksanakan oleh 
Kementerian Negara/Ketua Lembaga Teknis yang melakukan pemrosesan 
data transaksi keuangan baik arus uang maupun barang untuk menghasilkan 
Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran(LRA), Neraca dan 
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).SAI terdiri dari Sistem Akuntansi 
Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang 
Milik Negara(SIMAKBMN). SAK digunakan untuk memproses transaksi 





Anggaran. SIMAK BMN memproses transaksi perolehan, perubahan dan 
penghapusan barang milik negara (BMN) untuk mendukung SAK dalam 
rangka menghasilkan Neraca. Di samping itu, SIMAK BMN menghasilkan 
berbagai laporan, buku-buku, serta kartu-kartu yang memberikan informasi 
manajerial dalam pengelolaan BMN. 
PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta adalah Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang 
pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan 
(PTK).PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta mempunyai tugas 
melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga 
kependidikan Seni dan Budaya. 
PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta sebagai satuan kerja (satker) dibawah 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya mendapatkan alokasi anggaran pemerintah berupa Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang harus dipertanggungjawabkan 
pengelolaan keuangannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) Nomor 17/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan Pemerintah Pusat pasal 18,satker PPPPTK Seni dan Budaya 
Yogyakartadalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan wajib 
menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). 
Secara umum banyak permasalahan serta kendala yang muncul dalam 
implementasi sistem akuntansi instansi (SAI), permasalahan tersebut antara 





dalam SAI, kurangnya bimbingan dan pelatihan bagi pegawai yang 
menangani SAI, kebijakan rotasi pegawai yang tidak mendukung 
implementasi SAI, keterbatasan fasilitas kerja dan prasarana tugas, 
penyediaan dana yang terbatas dan komitmen yang belum memadai dari 
pimpinan, kapasitas  dan kualitas SDM yang tidak memadai, administrasi 
dokumen sumber terkait SAI yang belum optimal, penyampaian laporan 
keuangan satker yang tidak tepat waktu, koordinasi yang masih kurang antara 
unit-unit yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan barang 
milik negara serta bagian perencanaan, kesungguhan serta komitmen dari 
satker yang masih kurang. 
Implementasi SAI sangat besar pengaruhnya terhadap satker. Kesalahan 
dalam penyajian laporan keuangan dan keterlambatan penyampaian laporan 
keuangan dapat berdampak buruk bagi kinerja satker tersebut di masa 
mendatang, karena satker akan mendapatkan sanksi apabila hal itu terjadi. 
Sanksi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Pemerintah Pusat Pasal 73, yang berbunyi: 
1. Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran belum menyampaikan laporan 
keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, 
KPPN menunda penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas 
Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan. 
2. Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap SPM 





3. Penundaan penerbitan SP2D juga dilakukan terhadap Satuan Kerja yang 
tidakmenyusun dan melaporkan BMN menggunakan SIMAK-BMN serta 
tidakmenyampaikan laporan keuangan ke unit vertikal yang membawahi 
satuan kerja yang bersangkutan. 
Mengingat pentingnya SAI dalam menghasilkan Laporan Keuangan 
pemerintah yang merupakan bagian dari tanggung jawab yang tidak 
terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintah (akuntabilitas), maka peneliti 
tertarik memilih judul penelitian: 
“Analisis Implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Satuan Kerja 
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
(PPPPTK) Seni dan Budaya Yogyakarta”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Sesuai dengan latar belakang diatas,peneliti dapat mengidentifikasi 
masalah-masalah yang ada dalam hal implementasi SAI, antara lain: 
1. Ketaatan terhadap prosedur yang telah ditetapkan dalam SAI yang masih 
rendah. 
2. Kurangnya bimbingan dan pelatihan bagi pegawai yang menangani SAI 
3. Kebijakan rotasi pegawai yang tidak mendukung implementasi SAI. 
4. Keterbatasan fasilitas kerja dan prasarana tugas. 
5. Penyediaan dana yang terbatas dan kurangnya komitmen dari pimpinan 
satker. 





7. Administrasi dokumen sumber terkait SAI yang belum optimal. 
8. Koordinasi yang masih kurang antara unit-unit yang bertanggungjawab 
dalam pengelolaan keuangan dan barang milik negara serta bagian 
perencanaan, kesungguhan serta komitmen dari satker yang masih kurang. 
9. Penyampaian laporan keuangan satker yang tidak memenuhi prinsip tepat 
waktu. 
C. Pembatasan Masalah 
Dalam penelitian ini masalah dibatasi hanya pada apakahImplementasi 
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada satuan kerja PPPPTK Seni dan Budaya 
Yogyakarta sudah sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sertabagaimana mekanisme 
penyampaian laporan keuangan satker agar dapat memenuhi prinsip tepat 
waktu. 
D. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Apakah Implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada satker 
PPPPTK Seni dan BudayaYogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan 
Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat? 
2. Bagaimana mekanisme penyampaian laporan keuangan yang 
dilaksanakan pada satker PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta agar 





E. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang diterapkan pada 
Satuan Kerja PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta sudah sesuai dengan 
aturan yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Pemerintah Bab IV terkait SAI.  
2. Untuk mengetahui mekanisme penyampaian laporan keuangan satker 
PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta sehingga terwujud penyampaian 
laporan keuanganyang tepat waktu. 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 
bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan mengenai 
kebijakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). 
2. Manfaat Praktis 
Diharapkan dapat memberikan kontribusi masukan informasi pada satuan 
kerja PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta dalam implementasi sistem 
akuntansi instansi sehingga dapat dilakukan perbaikan dan 
penyempurnaan dalam hal implementasi SAI agar menjadi lebih baik dan 






KAJIAN TEORI DAN PERTANYAAN PENELITIAN 
 
A. Deskripsi Teori 
1. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 
a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan 
Pengertian SAP terdapat didalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 
2010 pasal 1 penjelasan nomor 3 yang berbunyi:Standar Akuntansi 
Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip 
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan pemerintah.Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan 
yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan 
kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Selain itu SAP 
bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan 
keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar 
akuntansi pemerintahan, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan 
standar tersebut. 
b. Ruang Lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan 
SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat, 
pemerintahan daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah 
pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan 
organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Ruang 






pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor  71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah: 
1) Lingkungan akuntansi pemerintahan; 
2) Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna; 
3) Entitas akuntansi dan entitas pelaporan; 
4) Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan 
keuangan, serta dasar hukum; 
5) Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat 
informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala 
informasi akuntansi; 
6) Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, 
danpengukurannya. 
c. Tujuan dan Peranan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Tujuan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan adalah 
untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. 
Secara rinci tujuan dari Standar Akuntansi Pemerintahan adalah: 
1) SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam 
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah; 
2) SAP disusun dalam rangka meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara; 






Selain tujuan di atas,  Standar Akuntansi Pemerintahan  bertujuan 
untuk: 
1) Akuntabilitas: mempertanggungjawabkan pengelolaan dan 
pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan; 
2) Manajemen: memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan 
pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah; 
3) Transparansi: memberikan informasi keuangan yang terbuka, 
jujur, menyeluruh kepada stakeholders; 
4) Keseimbangan Antargenerasi: memberikan informasi mengenai 
kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh 
pengeluaran, dan apakah generasi yang akan datang  ikut 
menanggung beban pengeluaran tersebut. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
SAP kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan 
pemerintah digunakan sebagai acuan bagi: 
1) Penyusunan standar akuntansi keuangan pemerintah atau sekarang 
disebut dengan SAP dalam pelaksanaan tugasnya; 
2) Penyusunan laporan keuangan pemerintah untuk menanggulangi 
masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi 
keuangan pemerintah; 
3) Aparat pengawasan fungsional yang mempunyai tugas untuk 
memeriksa laporan keuangan pemerintah dalam memberikan 






4) Para pemakai untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam 
laporan keuangan pemerintah yang telah disusun sesuai dengan 
standar keuangan pemerintah. 
Dari uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa empat acuan 
dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan 
pemerintah merupakan bagian dari tujuan dan peranan standar 
akuntansi pemerintahan. 
d. Isi Standar Akuntansi Pemerintahan 
Standar Akuntansi Pemerintah yang termuat dalam PP No 71 
Tahun 2010 memuat duabelas (12) Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP), antara lain: 
1) PSAP Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan; 
2) PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran; 
3) PSAP Nomor 03 Tentang Laporan Arus Kas; 
4) PSAP Nomor 04 Tentang Catatan Atas Laporan Keuangan; 
5) PSAP Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan; 
6) PSAP Nomor 06 Tentang Akuntansi Investasi; 
7) PSAP Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap; 
8) PSAP Nomor 08 Tentang Akuntansi Konstruksi Dalam 
Pengerjaan; 
9) PSAP Nomor 09 Tentang Akuntansi Kewajiban; 
10) PSAP Nomor 10 Tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan 






11) PSAP Nomor 11 Tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; 
12) PSAP Nomor 12 Tentang Laporan Operasional. 
2. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) 
a. Pengertian SAPP 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat SAPP 
adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi 
mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan 
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat. 
SAPP ini digunakan untuk menghasilkan laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKP) yang terdiri dari: 
1) Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) 
SA-BUN merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang 
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, 
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan 
operasi keuangan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan 
selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan Pengguna Anggaran 
dari Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan (BAPP). 
2) Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 
SAI merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang 
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, 
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan 
operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga digunakan 






dan yang ditujukan untuk pihak luar dikenal sebagai akuntansi 
keuangan. 
SAPP ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal 
dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang 
dipisahkan. SA-BUN memproses data transaksi utang pemerintah, 
investasi pemerintah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, kas 
umum negara, dan akuntansi umum. Sedangkan SAI memproses data 
transaksi keuangan, barang, dan transaksi lain yang dilaksanakan oleh 
Kementerian Negara/Lembaga.Ruang Lingkup SAPP 
meliputi:Lembaga Tinggi Negara, Lembaga-Lembaga Eksekutif, 
Pemda yang sumber dananya dari APBN.Ruang Lingkup SAPP tidak 
termasuk:Pemerintah Daerah, Lembaga Keuangan Negara, 
BUMN/BUMD. 
Pelaksanaan SAPP dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
pertanggungjawaban, sampai dengan pemeriksaan atas anggaran yang 
dikelola. 
b. Tujuan SAPP 
1) Menjaga Aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansi melalui 
pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang 
konsisten sesuai dengan standar dan praktik akuntansi yang 
diterima secara umum; 
2) Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang 






nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian 
kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran 
dan untuk tujuan akuntabilitas; 
3) Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi 
keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan; 
4) Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk 
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan 
keuangan pemerintah secara efisien. 
c. Kerangka Umum SAPP 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdiri dari: 
1) Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) 
SA-BUN merupakan sistem yang digunakan untuk menghasilkan 
Laporan Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari: 
a) Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) 
SiAP merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang 
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, 
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, 
dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku 
Bendahara Umum Negara. SiAP terdiri dari:  
(1) Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) 
Adalah subsistem Akuntansi Pusat yang menghasilkan 








(2) Sistem Akuntansi Umum (SAU) 
Adalah subsistem Akuntansi Pusat yang menghasilkan 
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat dan Neraca. 
b) Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H) 
SA-UP&H merupakan subsistem dari SA-BUN yang 
digunakan untuk menghasilkan Laporan Realisasi 
Penerimaan Hibah, Pembayaran bunga utang, Penerimaan 
Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, serta Neraca. 
c) Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP) 
SA-IP merupakan subsistem dari SA-BUN untuk 
menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan neraca 
yang diterapkan untuk menangani transaksi investasi 
pemerintah jangka panjang. Investasi pemerintah Jangka 
Panjang ini terdiri dari Investasi Non-Permanen dan Investasi 
Permanen. Investasi non permanen adalah investasi jangka 
panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 
(dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus-
menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik 
kembali. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang 
yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus tanpa 








d) Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP) 
SA-PP merupakan subsistem dari SA-BUN untuk 
menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan neraca 
yang diterapkan untuk menangani transaksi penerusan 
pinjaman dan pengembalian penerusan pinjaman termasuk 
biaya atas penerusan pinjaman. 
e) Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD) 
SA-TD merupakan subsistem dari SA-BUN untuk 
menghasilkan LRA dan Neraca yang diterapkan untuk 
menangani transaksi transfer kepada pemerintah daerah 
berupa: 
a) Belanja Dana Perimbangan; 
b) Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. 
f) Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Perhitungan dan 
Pembiayaan (SA-BAPP) 
SA-BAPP merupakan subsistem dari SA-BUN untuk 
mencatat transaksi keuangan pusat pada 
kementerian/lembaga, pihak lain dan departemen keuangan 
selaku Kuasa Pengguna Anggaran Perhitungan dan 
Pembiayaan (APP). Transaksi Keuangan pusat merupakan 
transaksi keuangan yang dilakukan oleh BUN yang 






tidak dilakukan Kementerian negara/lembaga. Khusus untuk 
belanja lain-lain dan transfer lainnya dapat dilakukan oleh 
kementerian negara/lembaga. 
g) Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK) 
SA-TK merupakan subsistem dari SA-BUN untuk 
menghasilkan LRA dan Neraca yang diterapkan untuk 
menangani transaksi-transaksi khusus seperti pembayaran 
subsidi, pengeluaran kerjasama internasional, pengeluaran 
perjanjian hukum internasional, pengeluaran koreksi dan 
pengembalian, pembayaran jasa perbendaharaan, pembayaran 
PFK, pendapatan jasa perbendaharaan dan perbankan. 
h) Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL) 
SA-BL merupakan subsistem dari SA-BUN untuk 
menghasilkan LRA dan Neraca yang diterapkan untuk 
menangani transaksi-transaksi badan lainnya seperti Otorita 
Batam, Gelora Bung Karno, Pengelola Kemayoran, dan 
transaksi dari badan lainnya. 
2) Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 
Sistem Akuntasi instansi (SAI) merupakan serangkaian 
prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari 
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan 
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada 






untuk menghasilkan pelaporan posisi keuangan dan operasi 
keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Setiap 
Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan SAI 
untuk menghasilkan laporan keuangan. 
SAI terdiri dari: 
a) Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) 
Adalah subsistem dari SAI yang terdiri dari serangkaian 
prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen 
sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk 
penyusunan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK) dari satuan kerja sesuai ketentuan yang 
berlaku. 
b) Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik 
Negara (SIMAK-BMN) 
Adalah subsistem dari SAI yang terdiri dari serangkaian 
prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen 
sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk 
penyusunan neraca dan Laporan Barang Milik Negara 
(BMN) serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan 
yang berlaku. BMN adalah semua barang yang dibeli atau 
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 






Untuk melaksanakan SAI, kementerian negara/lembaga 
membentuk unit akuntansi instansi sesuai dengan hirarki 
organisasi. Unit Akuntansi Instansi (UAI) terdiri dari Unit 
Akuntansi Keuangan (UAK) dan Unit Akuntansi Barang 
(UAB).Unit-unit akuntansi instansi melaksanakan fungsi 
akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran 
sesuai dengan tingkatan organisasinya. Laporan keuangan yang 
dihasilkan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan 
anggaran oleh unit-unit akuntansi, baik sebagai entitas akuntansi 
maupun entitas pelaporan.Entitas Akuntansi adalah unit 
pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh 
karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun 
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas 
pelaporan.Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri 
dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan wajib untuk menyampaikan 
laporan  pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Untuk 































Gambar 1: Framework SAPP 
Sumber: PMK No. 171/PMK.05/2007, Tahun 2007 
 
Keterangan: 
Kepanjangan dari setiap singkatan pada gambar di atas sebagai 
berikut: 
1) SAPP  : Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat; 
2) SAI  : Sistem Akuntansi Instansi; 
3) SAK  : Sistem Akuntansi Keuangan; 






















5) SA-BUN : Sistem Akuntansi Bendahara UmumNegara; 
6) SiAP  : Sistem Akuntansi Pusat; 
7)   SAKUN : Sistem Akuntansi Kas Umum Negara; 
8) SAU  : Sistem Akuntansi Umum; 
9) SA-UP&H : Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah; 
10) SA-IP : Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah; 
11) SA-PP : Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman; 
12) SA-TD : Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah; 
13) SA-BAPP : Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Pembiayaan 
dan Perhitungan; 
14) SA-BL : Sistem Akuntansi Badan Lainnya; 
15) SA-TK : Sistem Akuntansi Transaksi Khusus. 
 
d. Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 
Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban 
pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi 
Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan 
Keuangan.Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disampaikan 
kepada DPR sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. 
Sebelum disampaikan kepada DPR, LKPP tersebut diaudit terlebih 
dahulu oleh pihak BPK. 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terdiri dari: 
1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang 
menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, 






anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan 
anggarannya dalam satu periode.Konsolidasi Laporan Realisasi 
Anggaran dilakukan dari seluruh Kementerian Negara/Lembaga 
yang telah direkonsiliasi. 
2) Neraca Pemerintah 
Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan 
pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal 
tertentu.Neraca Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi neraca 
SAI dan neraca SA-BUN. 
3) Laporan Arus Kas 
Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan 
informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang 
diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-
keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.Laporan Arus Kas 
Pemerintah merupakan konsolidasi laporan Arus Kas dari seluruh 
Kanwil Direktorat jenderal Perbendaharaan (DJPBN). 
4) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah laporan yang 
menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau 
analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, 
dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.CaLK LKPP 






pos yang tersaji di dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca 
Pemerintah dan Laporan Arus Kas. 
3. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 
a. Gambaran Umum SAI 
SAI merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang 
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, 
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi 
keuangan pada kementerian/lembaga. SAI dilaksanakan oleh 
kementerian negara/lembaga yang memproses transaksi keuangan baik 
arus uang maupun barang. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan 
(SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik 
Negara (SIMAK-BMN). 
SAK terdiri dari: 
1) Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna 
Anggaran         (SA-UAKPA); 
2) Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna 
AnggaranWilayah (SA-UAPPA-W); 
3) Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna 
AnggaranEselon I (SA-UAPPA-E1); dan 
4) Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (SA-
UAPA). 






1) Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang 
(SA-UAKPB); 
2) Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna 
BarangWilayah (SA-UAPPB-W); 
3) Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna 
BarangEselon I (SA-UAPPB-E1); dan 
4) Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna Barang (SA-
UAPB). 
Untuk melaksanakan SAI, kementerian negara/lembaga membentuk 
unit akuntansi instansi sesuai dengan hirarki organisasi. Unit Akuntansi 
Instansi (UAI) terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan (UAK) dan Unit 
Akuntansi Barang (UAB). 
Unit Akuntansi Keuangan, terdiri dari: 
1) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang berada 
padatingkat satuan kerja; 
2) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-
W) yangberada pada tingkat wilayah; 
3) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-
E1) yangberada pada tingkat Eselon 1; dan 
4) Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) yang berada pada 
tingkatkementerian negara/lembaga. 






1) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang berada 
pada tingkat satuan kerja; 
2) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) 
yang berada pada tingkat wilayah; 
3) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1) 
yang berada pada tingkat eselon 1; dan 
5) Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) yang berada pada 
tingkat kementerian negara/lembaga. 
Pada tingkat wilayah, untuk kementerian negara/lembaga yang 
tidak memiliki kantor wilayah dapat menunjuk satuan kerja sebagai 
koordinator UAPPA-W/UAPPB-W untuk unit vertikal instansi yang 
berada di wilayah/propinsi atau menetapkan salah satu satuan kerja 
lingkup eselon I dari sebuah kementerian negara/lembaga sebagai 
UAPPA-W/UAPPB-W sesuai struktur kementerian negara/lembaga. 
Untuk kementerian negara/lembaga yang tidak memiliki kantor vertikal 
di daerah dan bukan pengguna dana Dekonsentrasi atau Tugas 
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Gambar 2: Kerangka Umum SAI 
Sumber: PMK No. 171/PMK.05/2007, Tahun 2007 
Hubungan Unit Akuntansi Keuangan dengan Unit Akuntansi Barang 
pada Struktur Organisasi Kementerian Negara/Lembaga. Dengan 
adanya pembentukan dan penunjukan unit akuntansi keuangan maupun 
unit akuntansi barang pada Kementerian Negara/Lembaga, maka 
hubungan kerja antara unit organisasi dalam struktur organisasi 
kementerian Negara/lembaga perlu ditetapkan kementerian 
Negara/lembaga itu tersendiri. Berikut diilustrasikan hubungan antara 
unit akuntansi yang ada pada struktur organisasi kementerian 
Negara/lembaga. Pembentukan struktur organisasi unit akuntansi 





























Gambar 3: Struktur Organisasi Unit Akuntansi Tingkat Satker 
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Gambar 4: Struktur Organisasi Unit Akuntansi Tingkat Kementerian 
Sumber: PMK No.171/PMK.05/2007, Tahun 2007 
 
Unit-unit akuntansi instansi melaksanakan fungsi akuntansi dan 
pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan tingkat 
organisasinya. Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan bentuk 
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh unit-unit akuntansi, 
baik sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Laporan 
keuangan kementerian negara/lembaga yang dihasilkan unit akuntansi 
instansi tersebut terdiri dari: 
1) Laporan Realisasi Anggaran 
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi 
pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan 
anggarannya dalam satu periode. 
2) Neraca 
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan 
entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per 
tanggal tertentu. 
3) Catatan atas Laporan Keuangan 
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, 
dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan 
Realisasi Anggaran dan Neraca. 
Kementerian negara/lembaga yang menggunakan Anggaran 






keuangan atas bagian anggarannya sendiri, juga wajib menyusun 
Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan secara 
terpisah.Atas Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
yangdilimpahkan/dialokasikan oleh kementerian negara/lembaga 
kepadapemerintah daerah, laporan keuangannya merupakan satu 
kesatuan/tidakterpisah dari laporan keuangan kementerian 
negara/lembaga.Untuk PNBP Khusus yang diterima melalui Rekening 
Bendahara UmumNegara seperti penerimaan Minyak dan Gas Bumi 
(Migas) dan PNBP Migaslainnya, PPh Migas, Pungutan ekspor dan 
Penerimaan Laba BUMN Perbankandan Non Perbankan di proses 
melalui SAI oleh satuan kerja tersendiri pada unitorganisasi pada 
departemen keuangan yang mengelola PNBP. Sehinggalaporan 
keuangannya merupakan satu kesatuan dengan laporan 
keuangandepartemen keuangan. 
Data akuntansi dan laporan keuangan secara berkala 
disampaikankepada unit akuntansi di atasnya. Data akuntansi dan 
laporan keuangandimaksud dihasilkan oleh sistem akuntansi keuangan 
(SAK) dan sisteminformasi manajemen dan akuntansi barang milik 
negara (SIMAK-BMN) yangdikompilasi. 
Dokumen sumber yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan di 
tingkat satuan kerja adalah: 






a) Estimasi Pendapatan yang dialokasikan (Pajak, PNBP dan 
Hibah padaDIPA dan dokumen lain yang dipersamakan dengan 
DIPA); 
b) Realisasi Pendapatan: Bukti Penerimaan Negara (BPN) 
disertaidokumen pendukung SSBP, SSPB, SSP, SSBC, dan 
dokumen lainyang dipersamakan. 
2) Dokumen pengeluaran, yang terdiri dari: 
a) Alokasi Anggaran DIPA, SKO, dan dokumen lain yang 
dipersamakan; 
b) Realisasi Pengeluaran: SPM beserta SP2D, dan dokumen lain 
yangdipersamakan; 
c) Memo Penyesuaian yang digunakan dalam rangka pembuatan 
jurnalkoreksi dan jurnal aset; 
d) Dokumen Piutang antara lain kartu piutang, daftar rekapitulasi 
piutang, dandaftar umur piutang; 
e) Dokumen Persediaan antara lain kartu persediaan, buku 
persediaan, danlaporan persediaan; 
f) Dokumen Konstruksi dalam Pengerjaan antara lain kartu KDP, 
LaporanKDP, dan lembar analisis SPM/SP2D; 
g) Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan 
kementerianNegara/lembaga seperti Berita Acara Serah Terima 
Barang (BAST), SKPenghapusan, Laporan Hasil Opname Fisik 






b. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) 
Adalah subsistem dari SAI yang terdiri dari serangkaian prosedur 
yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam 
rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan Laporan Keuangan 
berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas 
Laporan Keuangan (CaLK) dari Satuan Kerja sesuai ketentuan yang 
berlaku.Untuk melaksanakan SAK kementerian Negara/lembaga 
membentuk Unit Akuntansi Keuangan, terdiri dari: 
1) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang berada 
pada tingkat satuan kerja; 
2) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-
W) yangberada pada tingkat wilayah; 
3) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-
E1) yangberada pada tingkat Eselon 1; dan 
4) Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) yang berada pada 
tingkat kementerian negara/lembaga. 
Tahapan perekaman dokumen sumber sampai dengan pelaporan 
keuangan adalah sebagai berikut: 
1)  Tingkat UAKPA 
Kegiatan Harian, Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan. 
a) Menerima dan memverifikasi dokumen sumber transaksi 






b) Menyampaikan dokumen sumber transaksi yang mendukung 
kapitalisasinilai BMN kepada UAKPB; 
c) Menerima dan memproses ADK BMN dari UAKPB setiap 
bulan; 
d) Merekam dokumen sumber; 
e) Mencetak dan memverifikasi RTH dengan dokumen sumber; 
f) Melakukan posting data untuk seluruh transaksi keuangan dan 
BMNsetiap bulan; 
g) Mencetak dan memverifikasi buku besar; 
h) Mencetak dan mengirim laporan keuangan beserta ADK ke 
KPPN setiapbulan; 
i) Melakukan rekonsiliasi data dengan KPPN dan menandatangani 
BeritaAcara Rekonsiliasi dan melakukan perbaikan data jika 
terdapatkesalahan pada data UAKPA; 
j) Mencetak Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan 
menyampaikannyake UAPPA-W/UAPPA-E1 beserta ADK 
setiap bulan; 
k) Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan dan menyampaikan 
keUAPPA-W/UAPPA-E1 setiap semester; 
l) Melakukan back up data. 
2) Tingkat UAPPA-W 






a) Menerima dan memverifikasi laporan keuangan beserta ADK 
yangditerima dari UAKPA setiap bulan; 
b) Menggabungkan data laporan keuangan dari masing-masin 
UAKPA yangberada dibawahnya; 
c) Melakukan pencocokan hasil penggabungan data BMN dengan 
UAPPBWsetiap semester; 
d) Menyampaikan data laporan keuangan ke Kanwil Ditjen PBN 
sebagaibahan rekonsilasi setiap triwulan; 
e) Melakukan rekonsiliasi data dengan Kanwil Ditjen PBN, 
menandatanganiBerita Acara Rekonsiliasi dan melakukan 
perbaikan data jika terdapatkesalahan pada data UAPPA-W; 
f) Mencetak Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan 
menyampaikannyake UAPPA-E1 beserta ADK sesuai jadwal 
penyampaian; 
g) Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan dan menyampaikan 
keUAPPA-E1 setiap semester; 
h) Melakukan back up data. 
3) Tingkat UAPPA-E1 
Kegiatan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan. 
a) Menerima dan memverifikasi laporan keuangan yang diterima 
dari UAKPA Kantor Pusat dan UAKPA Dana 






b) Menerima dan memverifikasi laporan keuangan yang diterima 
dari UAPPA-W dan Badan Layanan Umum setiap triwulan; 
c) Melakukan pencocokan data BMN UAPPA-E1 dengan 
UAPPB-E1. Melakukan rekonsiliasi data dengan Ditjen PBN 
c.q. Dit. APK jika diperlukan; 
d) Mencetak Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan 
menyampaikannya ke UAPA beserta ADK setiap triwulan. 
Untuk semesteran disertai Catatan atas Laporan Keuangan; 
e) Membuat ringkasan laporan keuangan untuk Badan Layanan 
Umum dan menyampaikannya ke UAPA setiap semester; 
f) Melakukan back up data. 
4) Tingkat UAPA 
Kegiatan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan. 
a) Menerima dan memverifikasi laporan keuangan yang diterima 
dari UAPPA-E1 setiap triwulan; 
b) Menggabungkan data laporan keuangan dari semua UAPPA-
E1. Melakukan pencocokan data BMN UAPA dengan UAPB; 
c) Melakukan rekonsiliasi data dengan Dit. APK setiap semester 
dan tahunan, menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi dan 







d) Mencetak Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran dan 
Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan setiap semester dan 
tahunan; 
e) Membuat ringkasan laporan keuangan untuk Badan Layanan 
Umum untuk dilampirkan dalam Laporan Keuangan 
Kementerian Negara/Lembaga setiap semester dan tahunan; 
f) Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of 
Responsibility); 
g) Menyampaikan laporan keuangan beserta arsip data komputer 
(ADK) ke Ditjen Perbendaharaan(PBN) c.q. Direktorat 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK); 
h) Melakukan back up data. 
Pada tingkat kantor pusat instansi, UAPA melakukan 
penggabungan data yang diterima dari UAPPA-E1 yang berada di 
lingkup kerjanya serta menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan 
tersebut kepada Ditjen Perbendaharaan (PBN)  c.q Dit. APK sebagai 
bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Kementerian 
negara/lembaga melakukan rekonsiliasi data dengan Ditjen 
Perbendaharaan (PBN) cq. Dit.APK berdasarkan data yang diterima 
dari Kanwil Ditjen PBN. Laporan Keuangan kementerian 
negara/lembaga yang telah direkonsiliasi tersebut akan direviu oleh 






Apabila kementerian negara/lembaga belum memiliki aparat 
pengawas intern, Sekretaris Jenderal/yang setingkat menunjuk seorang 
atau beberapa orang pejabat di luar biro/bidang keuangan untuk 
melakukan reviu atas laporan keuangan. Reviu tersebut dilaksanakan 
atas Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga (termasuk 
Laporan Keuangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) dan 
Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang 
digunakan oleh kementerian negara/lembaga. Hasil reviu dituangkan 
dalam Pernyataan Telah Direviu. 
Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga semesteran 
disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q Dirjen Perbendaharaan 
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah semester berakhir. 
Sedangkan Laporan Keuangan tahunan disampaikan selambat-
lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Khusus LRA 
disampaikan setiap triwulan kepada Dirjen Perbendaharaan c.q. 
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Laporan Keuangan 
tahunan harus disertai Pernyataan Telah Direviu yang ditanda tangani 
oleh aparat pengawas intern dan Pernyataan Tanggung Jawab 
(Statement of Responsibility) yang ditandatangani oleh Menteri 
/Pimpinan Lembaga. 
Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan 
yangdigunakan oleh kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah 






yang ditandatanganioleh aparat pengawas intern dan Pernyataan 
Tanggung Jawab (Statement ofResponsibility) yang ditandatangani oleh 
Menteri /Ketua Lembaga/KepalaDaerah.Bagi kementerian 
negara/lembaga yang memiliki entitas Badan LayananUmum, Laporan 
Keuangan kementerian negara/lembaga tahunan dilampiriIkhtisar 
Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang berada di 
bawahpengawasan kementerian negara/lembaga. Tata cara penyusunan 
laporankeuangan BLU diatur tersendiri dengan Peraturan Dirjen 
Perbendaharaan. 
c. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara 
(SIMAK-BMN) 
1) Gambaran Umum 
Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang yang dibeli 
atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan 
lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah meliputi: 
a) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang 
sejenis; 
b) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dan 
perjanjian/kontrak; 
c) Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; 
atau 
d) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang 






BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat. Aset adalah 
sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana 
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat 
diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat 
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan 
yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan 
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan 
budaya. BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset 
lainnya, dan aset bersejarah. Aset lancar yang dimaksud dalam 
pengertian BMN adalah persediaan. Persediaan adalah aset lancar 
dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk 
mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang 
yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat. Aset tetap adalah aset berwujud 
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan 
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan 
oleh masyarakat umum. Aset tetap yang dimaksud dalam 
pengertian BMN adalah tanah: peralatan dan mesin, gedung dan 
bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan 
konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Aset lainnya yang dimaksud 
dalam pengertian BMN adalah aset tetap yang dihentikan dari 






aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan 
nilai tercatatnya. Aset bersejarah yang dimaksud dalam pengertian 
BMN adalah aset tetap yang mempunyai ketetapan hukum sebagai 
aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan 
sejarah. 
Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik 
Negara (SIMAK-BMN) merupakan subsistem dari Sistem 
Akuntansi Instansi (SAI). SIMAK-BMN diselenggarakan dengan 
tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan pelaporan 
manajerial (Manajerial Report). SIMAK-BMN menghasilkan 
informasi sebagai dasar penyusunan Neraca Kementerian 
Negara/Lembaga dan informasi-informasi untuk perencanaan 
kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, 
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, 
penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian. 
SIMAK-BMN diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi 
BMN dengan prinsip-prinsip: 
a) Ketaatan, yaitu SIMAK-BMN diselenggarakan sesuai 
peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang 






peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah 
ketentuan perundang-undangan; 
b) Konsistensi, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan secara 
berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 
c) Kemampubandingan, yaitu SIMAK-BMN menggunakan 
klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat 
dibandingkan antar periode akuntansi; 
d) Materialitas, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan dengan tertib 
dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi 
keputusan dapat diungkapkan; 
e) Objektif, yaitu SIMAK-BMN dilakukan sesuai dengan keadaan 
yang sebenarnya; 
f) Kelengkapan, yaitu SIMAK-BMN mencakup seluruh transaksi 
BMN yang terjadi. 
2) Struktur dan Bagan Organisasi Akuntansi BMN 
a) Struktur Organisasi 
(1) Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB); 
(2) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang (UAPPB-E1); 
(3) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah 
(UAPPB-W); 
(4) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). 
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Gambar 5: Struktur Organisasi SIMAK BMN  


















Gambar 6: Bagan Organisasi SIMAK BMN UAKPB 
Sumber: PMK No.171/PMK.05/2007, Tahun 2007 
 














Tugas pokok penanggung jawab UAKPB adalah 
menyelenggarakan SIMAK BMN di lingkungan satuan kerja, 
dengan fungsi sebagai berikut: 
a) Menyelenggarakan sistem manajemen infomasi BMN; 
b) Menyelenggarakan sistem akuntansi BMN; 
c) Menyelenggarakan inventarisasi BMN; 
d) Menyusun dan menyampaikan Laporan BMN serta jurnal 
transaksi BMN secara berkala. 
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAKPB 
melaksanakan kegiatan sebagaimana uraian di bawah ini: 
a) Penanggung jawab UAKPB 
Penanggung jawab UAKPB melaksanakan kegiatan sebagai 
berikut: 
(1) Menunjuk dan menetapkan Petugas UAKPB; 
(2) Menyiapkan rencana pelaksanaan SIMAK-BMN; 
(3) Mengkoordinasikan pelaksanaan SIMAK-BMN; 
(4) Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk 
pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem; 
(5) Mengevaluasi hasil kerja petugas pelaksana; 
(6) Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi; 
(7) Menelaah Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) serta 
menandatanganiLaporan Kondisi Barang (LKB), Kartu 






Daftar Inventaris Lainnya (DIL) dan Laporan Barang 
Kuasa Pengguna Semester/Tahunan (LBKPS/T); 
(8) Menyampaikan jurnal transaksi BMN ke UAKPA pada 
setiap akhir bulan untuk penyusunan neraca; 
(9) Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal 
antara Laporan BMNdengan Laporan Keuangan; 
(10) Menyampaikan LBKPS/T ke UAPPB-W atau UAPPB-E1 
untuk UAKPB Pusat dan ke Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL). UAKPB 
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan selain menyampaikan 
LBKPS/T ke UAPPBW Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan 
juga menyampaikan LBKPS/T ke UAPPBE1 pada 
kementerian negara/lembaga yang mengalokasikan dana 
dekonsentrasi/tugas pembantuan serta KPKNL. Untuk 
penyampaian LBKPT dilengkapi dengan LKB; 
(11) Menyampaikan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) kepada 
UAPPB-W atauUAPPB-E1 untuk UAKPB Pusat dan ke 
KPKNL; 
(12) Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi Laporan 
BMN dengan KPKNL setiap semester; 
(13) Mengelola BMN sesuai ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. 






Petugas SIMAK-BMN pada tingkat UAKPB terdiri dari 
Petugas Administrasi dan Petugas Verifikasi melaksanakan 
kegiatan sebagai berikut: 
(1) Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi 
BMN; 
(2) Melaksanakan inventarisasi dan menyusun LHI; 
(3) Membukukan BMN ke dalam DBKP berdasarkan dokumen 
sumber; 
(4) Memberi tanda registrasi pada BMN; 
(5) Membuat DIR, KIB, dan DIL; 
(6) Menyusun jurnal transaksi BMN pada setiap akhir bulan; 
(7) Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan BMN 
dengan LaporanKeuangan yang disusun oleh petugas 
akuntansi keuangan serta melakukankoreksi apabila 
ditemukan kesalahan; 
(8) Menyusun LBKPS setiap akhir semester dan LBKPT 
beserta LKB setiap akhir tahun anggaran; 
(9) Melaksanakan rekonsiliasi Laporan BMN dengan KPKNL 
setiap semester serta melakukan koreksi apabila ditemukan 
kesalahan; 
(10) Menyimpan arsip data BMN dan melakukan proses tutup 
buku setiap akhirtahun anggaran. 






Dokumen/laporan yang dihasilkan dari SIMAK-BMN terdiri dari: 
a) Daftar BMN; 
b) Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah; 
c) Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan Gedung; 
d) Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Angkutan Bermotor; 
e) Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Persenjataan; 
f) Daftar Inventaris Lainnya (DIL); 
g) Daftar Inventaris Ruangan (DIR); 
h) Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP); 
i) Laporan Kondisi Barang (LKB). 
Daftar BMN meliputi: Daftar Barang Intrakomptabel, Daftar 
Barang Ekstrakomptabel, Daftar Barang Bersejarah, Daftar Barang 
Persediaan, dan Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). 
LBKP meliputi: LBKP Intrakomptabel, LBKP Ekstrakomptabel, 
LBKP Gabungan, LBKPPersediaan, LBKP Barang Bersejarah, dan 
LBKP KDP. LBKP Gabungan merupakanhasil penggabungan 
LBKP Intrakomptabel dan LBKP Ekstrakomptabel. LBKP 
BarangBersejarah hanya menyajikan kuantitas tanpa nilai. 
5) Prosedur SIMAK-BMN Pada Tingkat UAKPB 
a) Dokumen Sumber 
Dokumen sumber yang digunakan dalam proses akuntansi 
BMN adalah: 






Menggunakan catatan dan atau Laporan BMN periode 
sebelumnya dan apabila diperlukan, dapat dilakukan 
inventarisasi. 
(2) Perolehan/Pengembangan/Penghapusan 
Berita Acara Serah Terima BMN, Bukti Kepemilikan 
BMN, SPM/ SP2D, Kuitansi, Faktur pembelian, Surat 
Keputusan Penghapusan, Dokumen lain yang sah. 
 
b) Jenis Transaksi Akuntansi BMN 
Transaksi yang dicatat dalam Akuntansi BMN mencakup: 
Perolehan, Perubahan dan Penghapusan, jenis transaksinya 
antara lain: Saldo awal, Perolehan BMN, Perubahan BMN, 
Penghapusan BMN, Klasifikasi dan Kodefikasi BMN, Nomor 
Urut Pendaftaran (NUP), Satuan Barang, Kapitalisasi BMN, 
Penentuan Kondisi BMN, Kode Lokasi, Kode Barang, Kode 
Registrasi, Persediaan. 
c) Prosedur 
(1) Proses Bulanan dan Semesteran 
(a) Membukukan data transaksi BMN ke dalam DBKP 
Intrakomptabel, DBKPEkstrakomptabel, DBKP Barang 
Bersejarah, DBKP Persediaan, dan DBKPKDP 
berdasarkan dokumen sumber; 






(c) Membuat Laporan BMN pada akhir semester; 
(d) Meminta pengesahan Penanggung Jawab UAKPB; 
(e) Menyampaikan jurnal transaksi BMN ke Unit 
Akuntansi Keuangan (UAK)selambat-lambatnya 
tanggal 5 bulan berikutnya untuk penyusunan 
neracatingkat UAKPA; 
(f) Menyampaikan LBKPS berserta ADK ke KPKNL 
untuk dilakukan rekonsiliasi; 
(g) Menyampaikan LBKPS yang sudah direkonsiliasi 
berserta ADK ke UAPPBW/UAPPB-E1; 
(h) Untuk UAKPB Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan 
selainmengirimkan LBKPSbeserta ADK ke UAPPB-
WDekonsentrasi/Tugas Pembantuan juga 
wajibmengirimkan Laporan BMN beserta ADK ke 
UAPPB-E1 pada kementeriannegara/lembaga yang 
mengalokasikan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan; 
(i) Menyampaikan jurnal transaksi BMN ke UAK hasil 
rekonsiliasi apabila adakoreksi; 
(j) Melakukan rekonsiliasi internal dengan UAK untuk 
menguji keseuaian LaporanBMN dengan Laporan 
Keuangan; 
(k) Mengarsipkan DBKP dan LBKPS secara tertib. 






(a) Menginstruksikan kepada setiap Penanggungjawab 
Ruangan untuk melakukan pengecekan ulang kondisi 
BMN yang berada di ruangan masing-masing; 
(b) Mencatat perubahan kondisi BMN yang telah disahkan 
oleh  Penanggungjawab Ruangan ke dalam SIMAK-
BMN; 
(c) Membuat Laporan Kondisi Barang (LKB); 
(d) Membuat Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 
(LBKPT) berdasarkan saldo DBKP Intrakomptabel, 
DBKP Ekstrakomptabel, DBKP Barang Bersejarah, 
DBKP Persediaan dan DBKP KDP; 
(e) Meminta persetujuan Penanggungjawab UAKPB atas 
LBKPT dan LKB; 
(f) Menyampaikan LBKPT dan LKB beserta ADK ke 
KPKNL untuk dilakukan rekonsiliasi; 
(g) Menyampaikan LBKPT yang sudah direkonsiliasi dan 
LKB beserta ADK ke UAPPB-W atau ke UAPPB-E1 
untuk UAKPB Pusat; 
(h) Untuk UAKPB Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan 
selain  mengirimkan LBKPT dan LKB beserta ADK ke 
UAPPB-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan juga 






UAPPBE1 pada kementerian negara/lembaga yang 
mengalokasikan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan; 
(i) Melakukan rekonsiliasi internal dengan UAK untuk 
menguji kesesuaian Laporan Barang dengan Laporan 
Keuangan; 
(j) Mengarsipkan DBKP, salinan LKB, dan salinan 
LBKPT secara tertib; 
(k) Melakukan proses back up data dan tutup tahun. 










































Gambar 7: Bagan Arus SIMAK BMN 
Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, Tahun 2007 
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Gambar 8: Kerangka Berfikir 
 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi 
yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 
pemerintah. Dalam hal penyajian dan penyusunan laporan keuangan 
pemerintah pusat dibuatlah suatu sistem yang mampu menghasilkan laporan 
keuangan pemerintah pusat yang sesuai dengan standar, sistem tersebut adalah 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). 
SAPP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi 
mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan 
posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat. Tujuan dari SAPP 
sendiri adalah untuk menjaga aset pemerintah pusat dan instansi-instansi, 
menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan 
kegiatan keuangan pemerintah pusat, menyediakan informasi yang dapat 
dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara 
keseluruhan, menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk 







Dalam SAPP terdapat subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Instansi yang 
dilaksanakan oleh satuan kerja kementerian/lembaga. Sistem Akuntasi Instansi 
(SAI) merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi 
mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan 
dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada 
kementerian/lembaga. SAI terdiri dari:  
1. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK); 
2. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara 
(SIMAK BMN). 
Dari dua sistem akuntansi ini dihasilkan laporan keuangan tingkat satuan kerja 
berupa LRA, Neraca dan CaLK. Dalam penyusunan laporan keuangan satker 
berpedoman pada peraturan pemerintah yang berlaku, yaitu dengan PMK 
Nomor 171/PMK.05/2007. Laporan Keuangan satker disampaikan ke 
UAPPA/B-Wilayah mengikuti jadwal yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu 
Permendiknas Nomor 26 Tahun 2011. 
C. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan Rumusan Masalah dalam penelitian ini, dapat ditentukan 
pertanyaan penelitian untuk dapat menjelaskan rumusan masalah tersebut 
antara lain: 
1. Bagaimana gambaran umum SAI yang diterapkan di PPPPTK Seni dan 
Budaya Yogyakarta? 
2. Bagaimana Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan(SAK)  yang ada di 






3. Bagaimana Prosedur Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang 
Milik Negara (SIMAK BMN)  yang ada di PPPPTK Seni dan Budaya 
Yogyakarta? 
4. Bagaimana mekanismepenyampaian laporan keuangan yang ada di 









A. Desain Penelitian 
Desain penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, penelitian deskriptif 
adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan 
fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan 
manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, 
perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu 
dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72). Penelitian deskriptif 
merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan 
menginterpretasikan sesuatu, misalnyakondisi atau hubungan yang ada, 
pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek 
yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. 
Disini peneliti berusaha mendiskripsikan tentang Implementasi Sistem 
Akuntansi Instansi (SAI) yang ada pada satuan kerja PPPPTK Seni dan 
Budaya Yogyakarta, dengan tujuan untuk mengetahui apakah prsosedur SAI 
yang digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
171/PMK.05/2007. Selain itujuga bertujuan untuk mengetahui 
mekanismepenyampaian laporan keuangan yang dilaksanakan oleh 





B. Definisi Operasional Variabel 
Variabel dalam penelitian ini adalah Implementasi Sistem Akuntansi Instansi 
(SAI) di PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta. Yang dimaksud 
implementasi SAI adalah penerapan Sistem Akuntansi Instansi pada satuan 
kerja PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta dalam rangka menghasilkan 
laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan 
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). SAI terdiri dari Sistem Akuntansi 
Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang 
Milik Negara (SIMAK BMN). 
C. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja PPPPTK Seni dan Budaya 
Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Kaliurang Km 12,5 Klidon Sukoharjo 
Ngaglik Sleman DIY. Objek dalam penelitian ini adalah Sistem Akuntansi 
Instansi (SAI) yang diterapkan oleh satuan kerja PPPPTK Seni dan Budaya 
Yogyakarta. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti 
adalah Teknik Wawancara dan Dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara 
dengan pegawai yang ada di PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta, antara 
lain:  
1. Plh. Kepala Seksi Data dan Informasi; 
2. Bendahara Pengeluaran; dan 





Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data 
sekunder berupa Laporan keuangan satker PPPPTK Seni dan Budaya 
Yogyakarta  yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca 
dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen dalam penelitian menggunakan pedoman wawancara untuk 
mendapatkan informasi terkait Implementasi SAI pada Satker PPPPTK Seni 
dan Budaya Yogyakarta, pedoman wawancara tersebut antara lain: 
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 
No Uraian Ya Tidak 
1 Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan, satker 
menyelenggarakan suatu sistem akuntansi.   
2 Sistem akuntansi yang digunakan untuk  menghasilkan 
laporan keuangan satker adalah Sistem Akuntansi 
Instansi (SAI).    
3 SAI dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK)  Nomor 171 Tahun 2007 dan 
Permendiknas Nomor 26 Tahun 2011.   
4 SAI dilaksanakan satker dengan memproses transaksi 
keuangan yang meliputi arus uang maupun barang.   
5 SAI yang diselenggarakan satker terdiri dari dua sistem, 
yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)  dan Sistem 
Manajemen (SIMAK BMN).   
6 SAK menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 
Neraca, CaLK.   
7 SIMAK BMN menghasilkan laporan Barang Milik 
Negara (BMN) berupa Daftar Barang Kuasa Pengguna 
(DBKP), Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) serta 
Jurnal Transaksi BMN.   
8 Dalam melaksanakan SAI, Satker membentuk Unit 
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan 
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).   
9 UAKPA/UAKPB bertanggungjawab terhadap 
Pengelolaan Anggaran/Barang pada satker.   
10 Kewenangan dari UAKPA/UAKPB adalah memproses 






keuangan (LRA, Neraca, dan CaLK), melakukan 
pengiriman dan/atau penggabungan laporan keuangan, 
melakukan penyusunan laporan keuangan dan 
melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan.  
11 UAKPA/UAKPB mencatat setiap transaksi keuangan 
maupun barang dalam SAK dan SIMAK BMN sesuai 
dengan sifat transaksi dan dokumen yang digunakan.   
12 Dokumen yang digunakan dalam SAI disebut Dokumen 
Sumber (DS).   
13 Dokumen Sumber dalam SAI terdiri dari: dokumen 
Penerimaan(Pajak, PNBP), dokumen Pengeluaran 
(Alokasi anggaran DIPA, SPM, SP2D), Jurnal Koreksi, 
Dokumen Piutang, Dokumen Persediaan, Dokumen 
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).   
14 UAKPA/UAKPB setiap Semester dan Tahunan 
menyampaikan laporan keuangan secara berjenjang 





Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) 
15 SAK adalah subsistem dari SAI yang terdiri dari 
serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk 
mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan 
informasi untuk penyusunan Laporan Keuangan berupa 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan 
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dari satuan 
kerja sesuai ketentuan yang berlaku.   
16 Penyusunan Laporan Keuangan satker menggunakan 
aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK).   
17 Untuk melaksanakan SAK dibentuk Unit Akuntansi 
Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).   
18 UAKPA dibentuk untuk melaksanakan fungsi akuntansi 
dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran 
sesuai dengan tingkat organisasinya.   
19 Tugas UAKPA pada satker adalah memproses dokumen 
sumber menjadi laporan keuangan, melakukan 
pengiriman/penggabungan laporan keuangan, 
melakukan penyusunan laporan keuangan, melakukan 
rekonsiliasi atas laporan keuangan.   
20 UAKPA mencatat dokumen sumber dari setiap transaksi 





dokumen sumber yang digunakan. 
21 UAKPA menerima dan memverifikasi dokumen sumber 
transaksi keuangan dan barang milik negara.   
22 Menyampaikan dokumen sumber transaksi yang 
mendukung kapitalisasi nilai BMN kepada UAKPB.   
23 Menerima dan memproses ADK BMN dari UAKPB 
setiap bulan.   
24 Merekam Dokumen Sumber.   
25 Setiap pejabat perbendaharaan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya menyampaikan dokumen sumber kepada 
petugas SAI ( SAK dan SIMAK BMN ) untuk 
diakuntansikan.   
26 Mencetak dan memverifikasi RTH dengan dokumen 
sumber.   
27 Melakukan posting data untuk seluruh transaksi 
keuangan dan BMN setiap bulan.   
28 Mencetak dan mengirim laporan keuangan beserta ADK 
ke KPPN setiap bulan.   
29 Melakukan rekonsiliasi internal dengan UAKPB terkait 
transaksi BMN setiap bulan.   
30 Melakukan rekonsiliasi data dengan KPPN setiap bulan 
dan mendatangani Berita Acara Rekonsiliasi dan 
melakukan perbaikan data jika terdapat kesalahan pada 
data UAKPA.   
31 Mencetak Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan 
menyampaikannya ke Unit Akuntansi Pembantu 
Pengguna Anggaran (UAPPA-W/UAPPA-E1) beserta 
ADK setiap bulan.   
32 Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan setiap 
semester dan tahunan.   
33 Mengirimkan laporan keuangan berupa LRA, Neraca 
dan CaLK beserta ADK kepada UAPPA-W/UAPPA-E1 
setiap semester dan Tahunan.   
34 Pengiriman laporan keuangan semester dan tahunan 
dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab 
(Statement of Responsibility) dari  kepala satker.   











36 SIMAK BMN merupakan serangkaian prosedur yang 
digunakan satker untuk mengolah dokumen sumber 
dalam rangka menghasilkan informasi sebagai dasar 
penyusunan neraca dan laporan Barang Milik Negara.   
37 Penyusunan Laporan Barang Milik Negara satker 
menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan 
Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).   
38 SIMAK BMN menghasilkan informasi sebagai dasar 
penyusunan Neraca satker dan informasi untuk 
perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan 
pemeliharaan, penilaian, penghapusan, 
pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian.   
39 Dalam melaksanakan SIMAK BMN satker membentuk 
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).    
40 Tugas UAKPB pada satker adalah Menyelenggarakan 
sistem manajemen infomasi BMN, Menyelenggarakan 
sistem akuntansi BMN, Menyelenggarakan inventarisasi 
BMN,  Menyusun dan menyampaikan Laporan BMN 
serta jurnal transaksi BMN secara berkala.   
41 Dokumen/laporan yang dihasilkan SIMAK BMN 
adalah: Neraca BMN, Daftar BMN, Kartu Inventaris 
Barang (KIB) Tanah, KIB Bangunan Gedung, KIB Alat 
Angkutan Bermotor, Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat 
Persenjataan, Daftar Inventaris Lainnya (DIL), Daftar 
Inventaris Ruangan (DIR), Laporan Barang Kuasa 
Pengguna (LBKP), Laporan Kondisi Barang (LKB).   
42 Dokumen sumber yang digunakan dalam proses 
akuntansi BMN adalah: saldo awal (laporan BMN 
periode sebelumnya), Perolehan / Pengembangan / 
Penghapusan (Berita Acara serah terima BMN, 
SPM/SP2D, kuitansi, faktur pembelian, surat keputusan 
penghapusan).    
43 Transaksi yang dicatat dalam Akuntansi BMN 
mencakup: Perolehan, Perubahan serta Penghapusan.   
44 Membukukan data transaksi BMN ke dalam SIMAK 
BMN berdasarkan dokumen sumber.   
45 Membuat dan atau memutakhirkan KIB, DIR, dan DIL.   
46 Membuat Laporan BMN pada akhir semester dan 
Tahunan.   
47 Laporan BMN disahkan oleh Penanggung Jawab 





48 Menyampaikan jurnal transaksi BMN berbentuk ADK 
ke Unit Akuntansi Keuangan (UAK) selambat-
lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya untuk penyusunan 
neraca tingkat satker.   
49 Menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna 
Semester (LBKPS) berserta ADK ke KPKNL untuk 
dilakukan rekonsiliasi.   
50 Menyampaikan LBKPS yang sudah direkonsiliasi 
berserta ADK ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna 
Barang (UAPPB-W/UAPPB-E1).   
51 Menyampaikan jurnal transaksi BMN ke UAK hasil 
rekonsiliasi apabila ada koreksi.   
52 Melakukan Rekonsiliasi Internal dengan UAK untuk 
menguji keseuaian Laporan BMN dengan Laporan 
Keuangan.   
53 Mencatat perubahan kondisi BMN yang telah disahkan 
oleh penanggungjawab ruangan ke dalam SIMAK BMN.   
54 Membuat Laporan Kondisi Barang (LKB).   
55 Membuat Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 
(LBKPT) berdasarkan saldo DBKP Intrakomptabel, 
DBKP Ekstrakomptabel, BKP Barang Bersejarah, 
DBKP Persediaan dan DBKP KDP.   
56 Menyampaikan LBKPT dan LKB beserta ADK ke 
KPKNL untuk dilakukan Rekonsiliasi Eksternal.   
57 Menyampaikan LBKPT yang sudah direkonsiliasi dan 
LKB beserta ADK ke UAPPB-W atau ke UAPPB-E1 
untuk UAKPB Pusat.   
58 Mengarsipkan DBKP Intrakomptabel, DBKP 
Ekstrakomptabel, DBKP Barang Bersejarah, DBKP 
Persediaan, DBKP KDP, salinan LKB, dan salinan 
LBKPT secara tertib.   
59 Melakukan proses back up data, update aplikasi SIMAK 
BMN dan tutup tahun.   
Kesimpulan:  
 
    
Mekanisme Pelaporan SAI 
60 Laporan Keuangan satker disampaikan secara berjenjang 
dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku, 
satker mengirimkan laporan keuangan ke UAPPA/B 
Wilayah.   
61 SAK dan SIMAK BMN melakukan rekonsiliasi internal 





Laporan Barang Milik Negara. 
62 Laporan Keuangan disampaikan ke UAPPA-W setelah 
SAK melakukan Rekonsiliasi Eksternal dengan KPPN.   
63 Laporan BMN disampaikan ke UAPPB-W setelah 
SIMAK BMN  melakukan Rekonsiliasi Eksternal 
dengan KPKNL.   
64 Pengiriman laporan keuangan mengikuti tata waktu yang 
telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam 
Permendiknas Nomor 26 tahun 2011.   
65 Laporan keuangan semester I disampaikan ke wilayah 
(UAPPA/B-W) paling lambat pada tanggal 10 Juli.   
66 Laporan keuangan Semester II dan Tahunan 
disampaikan ke wilayah (UAPPA/B-W) paling lambat 
pada tanggal 20 Januari.   
67 Laporan Keuangan yang disampaikan ke wilayah 
(UAPPA/B-W) berbentuk Arsip Data Komputer (ADK) 
dan Hardcopy.   
68 Laporan Keuangan SAK yang dikirim ke UAPPA-W 
berisi LRA, Neraca, CaLK, Berita Acara Rekonsiliasi 
(BAR) Eksternal dengan KPPN/KPKNL.    
69 Laporan Barang Milik Negara (BMN) yang dikirim ke 
UAPPB-W berisi Neraca, LBKP, Laporan Kondisi 
Barang, Laporan Persediaan, Berita Acara Rekonsiliasi 
(BAR) Internal dan Eksternal, Catatan Ringkas Barang 
Milik Negara (CR BMN).   
70 Pengiriman laporan keuangan semester dan tahunan 
dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab 




F. Teknik Analisa Data 
Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Bisnis (2007:428) 
menyimpulkan dari beberapa penulis pengertian analisis data, analisis 
dataadalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 





unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 
penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 
dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.Analisis data dalam penelitian 
kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah 
selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.  
Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa  aktivitas dalam 
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus 
menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, 
yaitu: 
1. Data Reduction (Reduksi Data); 
2. Data Display (Penyajian Data); 
3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi). 













Gambar 9: Model Interaktif 
Sumber: Sugiyono buku Metode Penelitian Bisnis, 2007 
 
 










Dari lokasi penelitian, data lapangan yang diperoleh dituangkan dalam 
uraian laporan yang lengkap dan terinci. Karena banyaknya data yang 
diperoleh, maka perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 
membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi 
akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 
untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila 
diperlukan. 
2. Data Display (Penyajian Data) 
 Penyajian data (display data) dimaksudkan agar lebih mempermudah 
bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau 
bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan 
pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan 
jelas bentuknya dan kelihatan utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-
pilah dan disisikan untuk dibagi menurut kelompok dan disusun sesuai 
dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan 
permasalahan yang dihadapi. Yang paling sering digunakan untuk 
menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 
bersifat naratif.  
 
 





Dalam penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus 
sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan 
dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk 
menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu 
mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya 
dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif.       
Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari kategori-kategori data 
yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan 
akhiryang mampu menjawab permasalahan yang dihadapi, dalam 
penelitian ini, peneliti menganalisis tentang kesesuaian implementasi SAI 
pada satuan kerja PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakartadengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007dan juga tentang mekanisme 
penyampaian laporan keuangannya kemudian menarik kesimpulan dari 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Data Umum 
a. Sejarah berdirinya PPPPTK Seni dan Budaya 
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan (PPPPTK) Seni dan Budaya yang sebelumnya bernama 
Pusat Pengembangan dan Penataran Guru (PPPG) Kesenian. PPPG 
Kesenian tersebut berkedudukan di Yogyakarta mengawali 
kegiatannya sebagai Proyek Peningkatan Pusat Pengembangan 
Penataran Guru Kesenian pada tanggal 1 September 1983 bertempat 
di Dalem Ngadiwinatan, Alun-alun Selatan Kraton Yogyakarta. 
Kegiatan kantor  secara resmi pindah ke lokasi baru di Klidon, 
Sukoharjo, Ngaglik Sleman sejak tanggal 1 Januari 1988.Berdasarkan 
SK Mendikbud Nomor 0529/0/1990 Tanggal 14 Agustus 1990 secara 
resmi Proyek Peningkatan Pusat Pengembangan dan Penataran Guru 
Kesenian menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan nama Pusat 
Pengembangan dan Penataran Guru Kesenian yang mempunyai tugas 
dan fungsi utama membina, mengembangkan dan meningkatkan 
pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan kelompok Seni 





kependidikan di bidang seni dan kriya meliputi 53 sekolah negeri dan 
swasta di seluruh Indonesia.  
PPPG Kesenian selanjutnya menjadi PPPPTK Seni dan Budaya 
yang merupakan UPT Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) berdasarkan pada Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 8 tahun 2007 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan 
Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Peraturan tersebut 
sesuai dengan Permendiknas Nomor 8 tahun 2005 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Direktorat Jenderal PMPTK, khususnya dalam pasal 
105 yang menyebutkan bahwa ”Dalam rangka pelaksanaan tugas dan 
fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) yang ditetapkan oleh Menteri secara tersendiri setelah 
memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab 
di bidang pendayagunaan aparatur negara.” Salah satu UPT tersebut 
adalah PPPPTK Seni dan Budaya Sleman - Yogyakarta. 
Penyelenggaraan pendidikan pada era desentralisasi mendorong 
pelaksanaan otonomi pendidikan yang melibatkan partisipasi 
masyarakat secara luas, tetapi penentuan kebijakan nasional dan 
standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan masih 
menjadi tanggung jawab pusat. Sehubungan dengan pelaksanaan 





2003tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa 
”Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan 
menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal”. 
Hal ini berarti bahwa paradigma baru pendidikan tersebut bertujuan 
untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah berdasarkan 
potensi dan kebutuhan masing-masing. Dengan kata lain, layanan 
pendidikan ke daerah harus berpijak pada peta pengembangan sumber 
daya manusia, sumber daya alam dan pendidikan, mengingat Negara 
Republik Indonesia memiliki kekayaan sumber daya yang sangat 
besar.Berdasarkan hal tersebut di atas maka lahirlah Keputusan 
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2007 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK, berjumlah 12 buah  salah satunya 
bidang Seni & Budaya di Yogyakarta. 
b. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
        Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 
Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan 
dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang 
selanjutnya disingkat PPPPTK dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan 
bahwa PPPPTK adalah unit pelaksana teknis di lingkungan 
Departemen Pendidikan Nasional di bidang pengembangan dan 
pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan.  Selanjutnya dalam 
Pasal (2) dijelaskan bahwa tugas PPPPTK adalah melaksanakan 





sesuai dengan bidangnya. Dalam konteks ini PPPPTK Seni dan 
Budaya mengembangkan dan memberdayakan pendidik dan tenaga 
kependidikan seni dan budaya pada jenjang pendidikan dasar dan 
menengah, termasuk TK/RA dan pendidikan lainnya yang sederajat. 
Dalam Pasal (3) disebutkan bahwa PPPPTK menyelenggarakan fungsi 
sebagai berikut: 
1) Penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik 
dan tenaga kependidikan; 
2) Pengelolaan data dan infromasi peningkatan kompetensi pendidik 
dan tenaga kependidikan; 
3) Fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan 
tenaga kependidikan; 
4) Evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi dan 
tenaga kependidikan; dan 
5) Pelaksanaan urusan administrasi PPPPTK. 
c. Visi dan Misi 
1) Visi 
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Seni dan Budaya Yogyakarta bertaraf internasional 
untuk mewujudkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) 
Seni dan Budaya yang berkualitas. 
2) Misi 





a) Fasilitasi Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan PAUD Seni Budaya; 
b) Fasilitasi Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan Seni Budaya dan Keterampilan Dasar; 
c) Fasilitasi Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan Seni Budaya Pendidikan Menengah; 
d) Fasilitasi Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan Seni Budaya Pendidikan Orang 
Dewasa Berkelanjutan dan Relevan dengan Kebutuhan 
Masyarakat; 
e) Penguatan Tata Kelola, Sistem Pengendalian Manajemen, 
dan Sistem Pengawasan Intern PPPPTK Seni dan Budaya. 
d. Motto 
Dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, PPPPTK Seni 
dan Budaya Yogyakarta menetapkan motto organisasi sebagai 
berikut: Kreatif tiada henti, Inovatif dan Dinamis. 
Motto tersebut mempunyai makna bahwa seluruh pegawai PPPPTK 
Seni dan Budaya Yogyakarta dituntut secara konsisten dan 
berkelanjutan untuk menemukan hal-hal baru secara kreatif dan dapat 
memecahkan permasalahan dalam kegiatan kerja di lingkungannya 







e. Struktur Organisasi 
1) Kepala 
2) Bagian Umum 
a) Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga 
b) Subbag Tata Laksana dan Kepegawaian 
c) Subbag Keuangan 
3) Bidang Program dan Informasi 
a) Seksi Program 
b) Seksi Data dan Informasi 
4) Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi 
a) Seksi Penyelenggaraan 
b) Seksi Evaluasi 






































Gambar 10: Struktur Organisasi 
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f. Sarana dan Prasarana 
1) Kapasitas Ruang Pertemuan/Kelas:Auditorium 450 orang, Ruang 
Sidang Kantor Pusat 35 orang, Ruang Sidang Dekorasi 80 orang, 
Ruang Sidang Widyasiswara 40 orang, Ruang Sidang Karawitan 
100 orang, Ruang Teori 300 orang, Ruang Gambar 300 orang, 
multimedia 300 orang, Kapasitas PenginapanGuest House Depan: 
6 kamar tidur dan 10 tempat tidur, Guest House Belakang: 4 
kamar tidur dan 5 tempat tidur. 
2) Studio: 
a) Desain Produk Kreatif (Kriya): Studio Kayu, Studio Keramik, 
Studio Tekstil, Studio Logam, Studio Kulit. 
b) Seni Rupa: Studio Seni Murni(Lukis), Studio Seni Patung, 
Studio Desain Interior & Landscaping, Studio DKV/Animasi. 
3) Sarana Lainnya: Masjid, Radio Vedac, Kantin, Toko Koperasi, 
Lapangan Tenis, Lapangan Bulu Tangkis, Fitnes, Laboratorium 
Bahasa, Laboratorium Komputer, Multimedia, Perpustakaan, 
Klinik Kesehatan, Techno Art Park. 
g. Layanan Program 
1) Pendidikan dan Latihan (Diklat) Pendidik:Diklat Guru Seni dan 
Budaya Ketrampilan SD/MI, Diklat Guru Seni dan Budaya 
Ketrampilan SMP/Mts, Diklat Guru Seni dan Budaya Ketrampilan 
SMA/MA, Diklat Guru Seni dan Budaya Ketrampilan 





2) Pendidikan dan Latihan (Diklat) Tenaga Kependidikan di jenjang 
SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA, SMK/MAK:Diklat Kepala 
Sekolah/Madrasah, Diklat Pengawas Sekolah/Madrasah, Diklat 
Konselor Sekolah/Madrasah, Diklat Tenaga Administrasi 
Sekolah/Madrasah, Diklat Laboran Sekolah/Madrasah, Diklat 
Perpustakaan Sekolah/Madrasah. 
3) Pendampingan Profesional/Diklat untuk Pendidikan Dasar dan 
Menengah:Standar Isi dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 
Standar Kompetensi Kelulusan, Standar Proses, Standar 
Pengolahan, Standar Penilaian, Standar Sarana dan Prasarana, 
Sekolah Berstandar Nasional/Internasional (SBN/SBI), Inhouse 
Training, Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2000. 
4) Paket Diklat Minat Khusus: 
a) Paket Pelatihan Studio Kayu: Pelatihan kerja bangku, kerja 
scrol, bubut luar, bubut dalam, ukir kayu, raut, kerja mesin, 
finishing. 
b) Paket Pelatihan Studio Tekstil: Pelatihan batik, tenun, 
tapestri, makrame, renda, sulam/bordir, jahit, sablon. 
c) Paket Pelatihan Studio Logam: Pelatihan keteknikan ukir 
tekan, Keteknikan ukir pukul, Keteknikan etsa, Keteknikan 
bubut, Keteknikan las listrik/asitelin, Keteknikan ketok, 





d) Paket Pelatihan Studio Pertunjukan: Pelatihan seni tari, Seni 
musik, Baca puisi dan deklamasi, Pantomime, Monolog, 
Penulisan naskah/skenario, tata panggung (scenery), Role 
play(bermain peran). 
e) Paket Pelatihan Studio Keramik: Pelatihan kriya keramik, 
Hobi keramik. 
f) Paket Pelatihan Studio Kulit: Pelatihan pembuatan produk 
dari kulit tingkat dasar, Pembuatan produk dari kulit tingkat 
terampil. 
g) Paket Pelatihan DKV: Pelatihan fotografi dasar, Pelatihan 
fotografi disain, Digital imaging, disain visual, animasi 2D 
dan 3D. 
h) Paket Pelatihan Studio Seni Murni: Pelatihan melukis tingkat 
dasar realis, Melukis tingkat menengah realis, Melukis non 
realis. 
i) Diklat Umum: Teknologi informasi, Bahasa Indonesia, 
Bahasa Inggris, Pendidikan lingkungan hidup dan 
Kewirausahaan. 
2. Jawaban Pertanyaan Penelitian 
Dalam penelitian ini ada 4 pertanyaan yang diajukan peneliti, yaitu: 
a. Bagaimana gambaran umum SAI yang diterapkan di PPPPTK Seni 





b. Bagaimana Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)  yang ada di 
PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta? 
c. Bagaimana Prosedur Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi 
Barang Milik Negara (SIMAK BMN)  yang ada di PPPPTK Seni dan 
Budaya Yogyakarta? 
d. Bagaimana mekanisme penyampaian laporan keuangan yang ada di 
PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta agar terpenuhi prinsip tepat 
waktu? 
Jawaban dari masing-masing pertanyaan penelitian tersebut antara lain: 
a. Bagaimana gambaran umum SAI yang diterapkan di PPPPTK Seni dan 
Budaya Yogyakarta?  
Gambaran umum SAI pada satker PPPPTK Seni dan Budaya 
Yogyakarta terlihat pada hasil wawancara sebagai berikut: 
Tabel 2.  Hasil Wawancara 
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 
No Uraian Ya Tidak
1 Dalam rangka menghasilkan laporan 
keuangan, satker menyelenggarakan 
suatu sistem akuntansi. 
v  
2 Sistem akuntansi yang digunakan untuk  
menghasilkan laporan keuangan satker 
adalah Sistem Akuntansi Instansi (SAI).  
v  
3 SAI dilaksanakan dengan berpedoman 
pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
171/PMK.05/2007. 
v  
4 SAI dilaksanakan satker dengan 
memproses transaksi keuangan yang 
meliputi arus uang maupun barang. 
v  





dari dua sistem, yaitu Sistem Akuntansi 
Keuangan (SAK)  dan Sistem 
Manajemen (SIMAK BMN). 
6 SAK menghasilkan Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA), Neraca, CaLK. 
v  
7 SIMAK BMN menghasilkan laporan 
Barang Milik Negara (BMN) berupa 
Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP), 
Laporan Barang Kuasa Pengguna 
(LBKP) serta Jurnal Transaksi BMN. 
v  
8 Dalam melaksanakan SAI, Satker 
membentuk Unit Akuntansi Kuasa 
Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit 
Akuntansi Kuasa Pengguna Barang 
(UAKPB). 
 v 
9 UAKPA/UAKPB bertanggungjawab 
terhadap Pengelolaan Anggaran/Barang 
pada satker. 
v  
10 Kewenangan dari UAKPA/UAKPB 
adalah memproses Dokumen Sumber 
untuk menghasilkan laporan keuangan 
(LRA, Neraca, dan CaLK), melakukan 
pengiriman dan/atau penggabungan 
laporan keuangan, melakukan 
penyusunan laporan keuangan dan 
melakukan rekonsiliasi atas laporan 
keuangan.  
v  
11 UAKPA/UAKPB mencatat setiap 
transaksi keuangan maupun barang dalam 
SAK dan SIMAK BMN sesuai dengan 
sifat transaksi dan dokumen yang 
digunakan. 
v  
12 Dokumen yang digunakan dalam SAI 
disebut Dokumen Sumber (DS). 
v  
13 Dokumen Sumber dalam SAI terdiri dari: 
dokumen Penerimaan(Pajak, PNBP), 
dokumen Pengeluaran (Alokasi anggaran 
DIPA, SPM, SP2D), Jurnal Koreksi, 
Dokumen Piutang, Dokumen Persediaan, 







14 UAKPA/UAKPB setiap Semester dan 
Tahunan menyampaikan laporan 
keuangan secara berjenjang kepada Unit 
Akuntansi diatasnya (UAPPA/UAPPB). 
v  
Kesimpulan: Dari hasil pedoman wawancara diatas, dapat 
disimpulkan bahwa PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta belum 
sepenuhnya melaksanakan SAI sesuai dengan aturan yang 
berlaku, hal tersebut dikarenakan satker dalam menyelenggarakan 
SAI belum membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna 
Anggaran dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang 
(UAKPA/UAKPB). 
 
Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) 
No Uraian Ya Tidak
15 SAK adalah subsistem dari SAI yang 
terdiri dari serangkaian prosedur yang 
saling berhubungan untuk mengolah 
dokumen sumber dalam rangka 
menghasilkan informasi untuk 
penyusunan Laporan Keuangan berupa 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 
Neraca, dan Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK) dari satuan kerja 
sesuai ketentuan yang berlaku. 
v  
16 Penyusunan Laporan Keuangan satker 
menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi 
Keuangan (SAK). 
v  
17 Untuk melaksanakan SAK dibentuk Unit 
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran 
(UAKPA). 
v  
18 UAKPA dibentuk untuk melaksanakan 
fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan 
atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan 
tingkat organisasinya. 
v  
19 Tugas UAKPA pada satker adalah 
memproses dokumen sumber menjadi 
laporan keuangan, melakukan 
pengiriman/penggabungan laporan 






laporan keuangan, melakukan 
rekonsiliasi atas laporan keuangan. 
20 UAKPA mencatat dokumen sumber dari 
setiap transaksi keuangan dalam SAK 
sesuai dengan sifat transaksi dan 
dokumen sumber yang digunakan. 
v  
21 UAKPA menerima dan memverifikasi 
dokumen sumber transaksi keuangan dan 
barang milik negara. 
v  
22 Menyampaikan dokumen sumber 
transaksi yang mendukung kapitalisasi 
nilai BMN kepada UAKPB. 
v  
23 Menerima dan memproses ADK BMN 
dari UAKPB setiap bulan. 
v  
24 Merekam Dokumen Sumber. v  
25 Setiap pejabat perbendaharaan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 
menyampaikan dokumen sumber kepada 
petugas SAI ( SAK dan SIMAK BMN ) 
untuk diakuntansikan. 
v  
26 Mencetak dan memverifikasi RTH 
dengan dokumen sumber. 
v  
27 Melakukan posting data untuk seluruh 
transaksi keuangan dan BMN setiap 
bulan. 
v  
28 Mencetak dan mengirim laporan 
keuangan beserta ADK ke KPPN setiap 
bulan. 
v  
29 Melakukan rekonsiliasi internal dengan 
UAKPB terkait transaksi BMN setiap 
bulan. 
v  
30 Melakukan rekonsiliasi data dengan 
KPPN setiap bulan dan mendatangani 
Berita Acara Rekonsiliasi dan melakukan 
perbaikan data jika terdapat kesalahan 
pada data UAKPA. 
v  
31 Mencetak Neraca, Laporan Realisasi 
Anggaran, dan menyampaikannya ke 







beserta ADK setiap bulan. 
32 Menyusun Catatan atas Laporan 
Keuangan setiap semester dan tahunan. 
v  
33 Mengirimkan laporan keuangan berupa 
LRA, Neraca dan CaLK beserta ADK 
kepada UAPPA-W/UAPPA-E1 setiap 
semester dan Tahunan. 
v  
34 Pengiriman laporan keuangan semester 
dan tahunan dilengkapi dengan Surat 
Pernyataan Tanggung Jawab (Statement 
of Responsibilit) dari  kepala satker. 
v  
35 Melakukan back up data dan up date 
aplikasi SAK. 
v  
Kesimpulan: Prosedur SAK yang diterapkan PPPPTK Seni dan 
Budaya Yogyakarta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, 
yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
171/PMK.05/2007. 
 
Sistem Informasi  Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara 
(SIMAK BMN). 
No Uraian Ya Tidak
36 SIMAK BMN merupakan serangkaian 
prosedur yang digunakan satker untuk 
mengolah dokumen sumber dalam rangka 
menghasilkan informasi sebagai dasar 




37 Penyusunan Laporan Barang Milik Negara 
satker menggunakan aplikasi Sistem 
Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang 
Milik Negara (SIMAK BMN). 
v 
 
38 SIMAK BMN menghasilkan informasi 
sebagai dasar penyusunan Neraca satker dan 
informasi untuk perencanaan kebutuhan dan 
penganggaran, pengadaan, penggunaan, 
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, 
penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 
v 
 
39 Dalam melaksanakan SIMAK BMN satker 
membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna 







40 Tugas UAKPB pada satker adalah 
Menyelenggarakan sistem manajemen 
infomasi BMN, Menyelenggarakan sistem 
akuntansi BMN, Menyelenggarakan 
inventarisasi BMN,  Menyusun dan 
menyampaikan Laporan BMN serta jurnal 
transaksi BMN secara berkala. 
v 
 
41 Dokumen/laporan yang dihasilkan SIMAK 
BMN adalah: Neraca BMN, Daftar BMN, 
Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah, KIB 
Bangunan Gedung, KIB Alat Angkutan 
Bermotor, Kartu Inventaris Barang (KIB) 
Alat Persenjataan, Daftar Inventaris Lainnya 
(DIL), Daftar Inventaris Ruangan (DIR), 
Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP), 
Laporan Kondisi Barang (LKB). 
v 
 
42 Dokumen sumber yang digunakan dalam 
proses akuntansi BMN adalah: saldo awal 
(laporan BMN periode sebelumnya), 
Perolehan/Pengembangan/Penghapusan 
(Berita Acara serah terima BMN, 
SPM/SP2D, kuitansi, faktur pembelian, surat 
keputusan penghapusan).  
v 
 
43 Transaksi yang dicatat dalam Akuntansi 




44 Membukukan data transaksi BMN ke dalam 
SIMAK BMN berdasarkan dokumen sumber. 
v 
 
45 Membuat dan atau memutakhirkan KIB, 
DIR, dan DIL. 
v 
 








48 Menyampaikan jurnal transaksi BMN 
berbentuk ADK ke Unit Akuntansi Keuangan 
(UAK) selambat-lambatnya tanggal 5 bulan 




49 Menyampaikan Laporan Barang Kuasa 
Pengguna Semester (LBKPS) berserta ADK 
ke KPKNL untuk dilakukan rekonsiliasi. 
v 
 





direkonsiliasi berserta ADK ke Unit 
Akuntansi Pembantu Pengguna Barang 
(UAPPB-W/UAPPB-E1). 
51 Menyampaikan jurnal transaksi BMN ke 
UAK hasil rekonsiliasi apabila ada koreksi. 
v 
 
52 Melakukan Rekonsiliasi Internal dengan 
UAK untuk menguji keseuaian Laporan 
BMN dengan Laporan Keuangan. 
v 
 
53 Mencatat perubahan kondisi BMN yang telah 
disahkan oleh penanggungjawab ruangan ke 
dalam SIMAK BMN. 
v 
 
54 Membuat Laporan Kondisi Barang (LKB). v  
55 Membuat Laporan Barang Kuasa Pengguna 
Tahunan (LBKPT) berdasarkan saldo DBKP 
Intrakomptabel, DBKP Ekstrakomptabel, 
BKP Barang Bersejarah, DBKP Persediaan 
dan DBKP KDP. 
v 
 
56 Menyampaikan LBKPT dan LKB beserta 




57 Menyampaikan LBKPT yang sudah 
direkonsiliasi dan LKB beserta ADK ke 




58 Mengarsipkan DBKP Intrakomptabel, DBKP 
Ekstrakomptabel, DBKP Barang Bersejarah, 
DBKP Persediaan, DBKP KDP, salinan 
LKB, dan salinan LBKPT secara tertib. 
  v 
 
59 Melakukan proses back up data, update 
aplikasi SIMAK BMN dan tutup tahun. 
v  
Kesimpulan: Prosedur SIMAK BMN yang diterapkan PPPPTK Seni 
dan Budaya Yogyakarta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu 
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007. 
 
Mekanisme Pelaporan SAI 
No Uraian Ya Tidak
60 Laporan Keuangan satker disampaikan secara 
berjenjang dan tepat waktu sesuai dengan 
peraturan yang berlaku, satker mengirimkan 
laporan keuangan ke UAPPA/B Wilayah. 
v 
 
61 SAK dan SIMAK BMN melakukan 
rekonsiliasi internal untuk menguji 







Laporan Barang Milik Negara. 
62 Laporan Keuangan disampaikan ke UAPPA-
W setelah SAK melakukan Rekonsiliasi 
Eksternal dengan KPPN. 
v 
 
63 Laporan BMN disampaikan ke UAPPB-W 
setelah SIMAK BMN  melakukan 
Rekonsiliasi Eksternal dengan KPKNL. 
v 
 
64 Pengiriman laporan keuangan mengikuti tata 
waktu yang telah ditetapkan sebagaimana 




65 Laporan keuangan semester I disampaikan ke 
wilayah (UAPPA/B-W) paling lambat pada 
tanggal 10 Juli. 
v 
 
66 Laporan keuangan Semester II dan Tahunan 
disampaikan ke wilayah (UAPPA/B-W) 
paling lambat pada tanggal 20 Januari. 
v 
 
67 Laporan Keuangan yang disampaikan ke 
wilayah (UAPPA/B-W) berbentuk Arsip 
Data Komputer (ADK) dan Hardcopy. 
v 
 
68 Laporan Keuangan SAK yang dikirim ke 
UAPPA-W berisi LRA, Neraca, CaLK, 
Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Eksternal 
dengan KPPN/KPKNL.  
v 
 
69 Laporan Barang Milik Negara (BMN) yang 
dikirim ke UAPPB-W berisi Neraca, LBKP, 
Laporan Kondisi Barang, Laporan 
Persediaan, Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) 
Internal dan Eksternal, Catatan Ringkas 
Barang Milik Negara (CR BMN). 
v 
 
70 Pengiriman laporan keuangan semester dan 
tahunan dilengkapi dengan Surat Pernyataan 
Tanggung Jawab (Statement or 
Responsibility) dari kepala satker. 
v 
 
Kesimpulan:  Mekanisme pelaporan SAI yang diterapkan PPPPTK Seni 
dan Budaya Yogyakarta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu 
sesuai dengan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007. 
 
 
b. Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) yang ada di PPPPTK Seni 





Prosedur penyusunan laporan keuangan/SAK pada satker dilaksanakan 
mulai dari:Penerimaan dan Pencatatan, Verifikasi Dokumen Sumber, 
Perekaman dalam Aplikasi SAKPA, Verifikasi RTH, Rekonsiliasi Internal 
dan Eksternal, Pengiriman Laporan Keuangan. 
1) Prosedur Penerimaan dan Pencatatan Dokumen Sumber  
Penerimaan dan pencatatan dokumen sumber laporan keuangan 
dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 
a) Petugas Administrasi menerima dan mencatat dokumen sumber: 
(1) DIPA/DIPA Revisi, POK (RKA-KL/Form 1.4 (estimasi 
pendapatan) dan Form 1.5 (pagu rincian belanja)/Revisi 
POKyang diterima dari Bagian Keuangan; 
(2) SPM/SP2D (UP, TUP, GUP, Nihil, LS) yang diterima dari 
Bendahara Pengeluaran; 
(3) Realisasi PHLN berupa SPM/SP2D yang diterima dariPPK; 
(4) SSPB (Realisasi PNBP, Penyetoran UP/TUP yang disetor 
setelah tahun anggaran berjalan) yang diterima dari 
bendahara Penerimaan/Pengeluaran; 
(5) Pengembalian Belanja yang disetor dalam tahun anggaran 
berjalan berupa SSPB yang diterima dari 
BendaharaPengeluaran; 
(6) Kas di Bendahara Penerimaan berupa LKK (dilampiri 





AcaraCash Opname yang diterima dari Bendahara 
Penerimaan; 
(7) Kas di Bendahara Pengeluaran berupa Berita Acara 
CashOpname pada Bendahara Pengeluaran per tanggal 
neraca 
yang diterima dari Bendahara Pengeluaran; 
(8) ADK BMN (Persediaan, Aset Tetap, Aset Tetap Lainnya) 
yang diterima dari petugasSIMAK-BMN melalui Mekanisme 
Penerimaan ADK BMN, JurnalTransaksi BMN, dan Register 
Pengiriman BMN. 
b) Petugas administrasi menyerahkan dokumen sumber kepada 
verifikator untuk diverifikasi. 
2) Prosedur Verifikasi 
a) Verifikator melakukan verifikasi terhadap dokumen sumber 
meliputi: 
(1) DIPA/DIPA Revisi: 
(a) DIPA telah disahkan oleh BUN cq. DJPb untuk 
instansipusat dan Kepala Kanwil DJPb untuk instansi 
vertikal; 
(b) POK/RKA-KL/Form 1.4 untuk pencatatan 






(c) POK/RKA-KL/Form 1.5 untuk pagu rincian belanja 
telahditandatangani oleh KPA/Kepala Kantor/Satker; 
(d) Kelengkapan elemen data SP DIPA: Kode BA, Eselon I 
&Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, 
SubKegiatan, Tanggal & nomor SP, Jumlah nominal; 
(e) Kelengkapan elemen data DIPA/POK/RKA-KL: Kode 
BA,Eselon I dan Satker, Tahun Anggaran, Jenis 
Satker,Klasifikasi Belanja, Kode Wilayah, Kode KPPN, 
JenisPembayaran, Sifat Pembayaran, Sumber Dana, 
CaraPenarikan, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, 
SubKegiatan, dan nominal per Akun. 
(2) Realisasi Belanja: 
(a) Keabsahan dokumen sumber: SPM telah dicap ”Telah 
diterbitkan SP2D tanggal .. nomor; 
(b) Kelengkapan elemen data SP2D: Tanggal, Nomor dan 
Jumlah Nominal (dalam Rupiah); 
(c) Kelengkapan elemen data SPM: Kode Satker, Tahun 
Anggaran, Tanggal & Nomor SPM, Cara Pembayaran, 
Kode KPPN, Cara Bayar, Jenis Satker, Klasifikasi 
Belanja,Jenis, Nomor & Tanggal Dokumen Anggaran, 
Kode Fungsi& Sub Fungsi Program, Kode Wilayah, 





Penarikan, KodeKegiatan, Sub Kegiatan dan Akun, 
Jumlah PengeluaranAkun, Kode BA Eselon I. 
(3) PNBP: 
(a) SSBP telah disahkan (ditandatangani dan dicap) oleh 
Bank Persepsi/Kantor Pos & Giro dan telah mendapat 
nomor NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) 
dan NTB (Nomor Transaksi Bank); 
(b) Kesesuaian data SSBP meliputi: Kode KPPN sesuai 
dengan Kode KPPN pada DIPA, Tanggal dan nomor 
SSBP, Kementerian/Lembaga, Unit Organisasi Eselon I, 
Kegiatan, Satuan Kerja, Lokasi, Nama dan Alamat wajib 
setor, MAP dan Uraian Penerimaan, Jumlah Setoran, 
Surat Penagihan (SPN) atau Surat Pemindahan piutang 
Negara (SP3N) Akun Penerimaan dan Uraian 
Penerimaan (sesuai Bagan Akun Standar), NTB dan/atau 
NTPN, Jumlah setoran; 
(c) Kesesuaian data SSPB meliputi: Kode KPPN sesuai 
dengan Kode KPPN pada DIPA, Tanggal dan nomor 
SSPB, NPWP Bendahara, Kementerian/Lembaga, Unit 
Organisasi Eselon1, Satuan Kerja, 
Fungsi/SubFungsi/Program, Kegiatan/Sub Kegiatan, 





(d) Pengembalian belanja tahun lalu diakui sebagai PNBP 
dan disetorkan melalui SSBP dengan menyebutkan 
kodesatker. 
(4) Penyetoran UP: 
(a) SSBP dan SSPB telah disahkan (ditandatangani dan 
dicap)oleh Bank Persepsi/Kantor Pos & Giro dan telah 
mendapatnomor NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan 
Negara) danNTB (Nomor Transaksi Bank); 
(b) Pengembalian UP/TUP tahun anggaran lalu diakui 
sebagaiPNBP dan disetorkan melalui SSPB dengan 
menyebutkankode satker; 
(c) Pengembalian UP/TUP tahun anggaran berjalan 
diakuisebagai pengembalian belanja dan disetorkan 
melaluiSSPB dengan menyebutkan kode satker dan 
mengurangirealisasi. 
(5) Kas di Bendahara Penerimaan: 
(a) LKK telah ditandatangani oleh bendahara penerimaan 
dan KPA; 
(b) Berita Acara Cash Opname telah ditandatangani oleh 
bendahara penerimaan, KPA, dan petugas pemeriksa 
kas/inventarisasi; 
(c) Kelengkapan elemen data LKK berupa Kode Akun; 





(d) Kelengkapan elemen data Berita Acara Cash Opname 
berupa jumlah nominal (dalam rupiah). 
(6) Kas di Bendahara Pengeluaran: Berita Acara Cash Opname 
telah ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pejabat 
KPA. 
(7) Persediaan, Aset Tetap, Aset Tetap Lainnya, dan 
Kemitraandengan Pihak Ketiga melalui Mekanisme 
Penerimaan DataElektronik BMN: 
(a) ADK dapat dibaca dan tidak rusak; 
(b) Kelengkapan Register Pengiriman BMN meliputi: Kode 
Kementerian Negara/Lembaga, Kode Unit Organisasi 
Eselon 1, Jenis Satuan Kerja, Kode UAKPB=Kode 
UAKPA (Satker yang bersangkutan), Periode 
pengiriman=tahun anggaran bersangkutan, Nama file 
data BMN, Jumlah record pengiriman, Tanda tangan 
petugas pengiriman (validasi oleh penanggung jawab 
SIMAK BMN); 
(c) Kelengkapan Jurnal Transaksi BMN meliputi: Kode 
UAKPB=Kode UAKPA (Satker yang bersangkutan); 
Periode pengiriman (bulan dan tahun)=tahun anggaran 
bersangkutan, Kode dan nama Akun, Jumlah debet dan 





(d) Membandingkan nama file pada ADK dengan Register 
Pengiriman BMN. 
(8) Pengembalian Belanja: 
(a) SSPB telah dibubuhi tanda tangan dan cap oleh 
BankPersepsi/Kantor Pos & Giro dan telah mendapat 
nomorNTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan 
NTB(Nomor Transaksi Bank); 
(b) Kelengkapan elemen data Laporan BMN meliputi: 
KodeKPPN sesuai dengan Kode KPPN pada DIPA,; 
Tanggal dannomor SSPB, Kementerian 
Negara/Lembaga, UnitOrganisasi Eselon I, Fungsi, Sub 
Fungsi, Program;Kegiatan dan Sub Kegiatan, Satker, 
Lokasi, Jenis Satker,Nama dan Alamat wajib setor, Akun 
PengembalianBelanja (sesuai Bagan Akun Standar), 
Jumlah rupiahpengembalian per Akun, Total jumlah 
rupiah setoran; 
(c) Pengembalian belanja tahun anggaran lalu diakui 
sebagaiPNBP dan disetorkan melalui SSBP dengan 
menyebutkankode satker; 
(d) Pengembalian belanja tahun anggaran berjalan 
diakuisebagai pengembalian belanja dan disetorkan 






(9) Realisasi PHLN: 
(a) Keabsahan dokumen sumber: SPM telah dicap ”Telah 
diterbitkan SP2D tanggal .. nomor ..” dan SPWA/SP3 
telah disahkan oleh kepala KPPN VI/Khusus; 
(b) Kelengkapan elemen data pada SP2D: Tanggal, Nomor 
dan Jumlah Nominal (dalam Rupiah); 
(c) Kelengkapan elemen data SPM: Kode Satker, Tahun 
Anggaran, Tanggal & Nomor SPM; Cara Pembayaran; 
Kode KPPN, Cara Bayar, Jenis Satker, Klasifikasi 
Belanja, Jenis, Nomor & Tanggal Dokumen Anggaran, 
Kode Fungsi & Sub Fungsi Program, Kode Wilayah; 
Jenis Pembayaran, Sifat Pembayaran, Sumber Dana; 
Cara Penarikan, Kode Kegiatan, Sub Kegiatan dan Akun; 
Jumlah Pengeluaran Akun, Kode BA, Eselon I dan 
Akun; 
(d) Kelengkapan elemen data SP3: Kode Satker, Tahun 
Anggaran, Tanggal & Nomor SP3, Kode KPPN, Jenis 
Satker, Klasifikasi Belanja, Jenis, Nomor & Tanggal 
Dokumen Anggaran, Kode Fungsi & Sub Fungsi 
Program, Kode Wilayah, Sumber Dana, Cara Penarikan, 






b) Apabila hasil verifikasi masih terdapat kekeliruan atau 
kuranglengkap, dokumen diserahkan kembali ke Petugas 
Administrasiuntuk diperbaiki atau dilengkapi oleh yang 
bersangkutan; 
c) Apabila dokumen sumber sudah lengkap, verifikator 
menyerahkankepada validator; 
d) Validator melakukan verifikasi dan memberikan otorisasi 
kepadaoperator untuk merekam data transaksi ke dalam aplikasi 
SAKPA. 
3) Prosedur Perekaman Dokumen Sumber 
Operator melakukan perekaman dokumen sumber ke dalam Aplikasi 
SAKPA sesuai dengan jenis transaksi sebagai berikut: 
a) Perekaman pagu DIPA sesuai yang tercantum pada DIPAdengan 
prosedur: 
(1) Buka menu transaksi sub menu daftar DIPA; 
(2) Kode BA, Eselon I, lokasi, Satker, Tahun Anggaran, 
secaraotomatis muncul sesuai dengan pengaturan awal 
(login); 
(3) Kemudian tambah; 
(4) Isi kolom nomor dan tanggal dokumen (DIPA); 
(5) Tanggal buku diisi dengan tanggal 1 Januari tahunberjalan; 





(7) Isi kode KPPN dengan memilih KPPN dari daftar 
yangtersedia; 
(8) Selanjutnya ke tombol Sumber Dana-Cara Penarikan (SD-
CP) denganmemilih kode sebagai berikut: 
(a) 01 RM untuk Sumber Dana dari Rupiah Murni dan 0 
RMuntuk Cara Penarikan; 
(b) 02 PLN untuk Sumber Dana dari Pinjaman Luar Negeri, 
1 PP atau 2 PL untuk Cara Penarikan, dan mengisi nomor 
register pinjaman; 
(c) 03 HLN untuk sumber dana dari Hibah Luar Negeri, 3 
RK atau 4 LC untuk cara Penarikan, dan mengisi nomor 
register hibah; 
(d) 04 RMP untuk sumber dana dari Rupiah Murni 
Pendamping dan 0 RM untuk Cara Penarikan; 
(e) 05 PNP untuk sumber dana dari Penerimaan Negara 
Bukan Pajak dan 0 RM untuk Cara Penarikan; 
(f) 06 BLU untuk sumber dana dari Badan Layanan Umum 
dan 0 RM untuk Cara Penarikan; 
(g) 07 STM untuk sumber dana dari stimulus dan 0 RM 
untuk Cara Penarikan. 
(9) Isilah Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Akun, dengan cara memilih kode yang sesuai dan mengisi 





(10)Dan seterusnya sesuai dengan jenis transaksi yang tercantum 
pada DIPA. 
b) Perekaman Estimasi Pendapatan sesuai dengan jenis transaksi 
yang tercantum pada DIPA sebagai berikut: 
(1) Buka menu transaksi sub menu estimasi pendapatan; 
(2) Kemudian tombol tambah; 
(3) Isi kolom nomor dan tanggal dokumen (DIPA); 
(4) Tanggal buku diisi dengan tanggal 1 Januari tahun berjalan; 
(5) Untuk jenis Satker (KP/KD/DK/TP) terisi secara otomatis; 
(6) Isilah Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, SubKegiatan, 
Akun, KPPN dengan cara memilih kode yangsesuai dan 
mengisi Rupiah sebesar jumlah yang terterapada DIPA; 
(7) Kemudian simpan untuk menyimpan, batal untuk 
membatalkan; 
(8) Apabila ada perubahan ubah untuk mengubah atauHapus 
untuk menghapus; 
(9) Dan seterusnya sesuai dengan jenis transaksi yangtercantum 
pada DIPA. 
c) Perekaman Realisasi Anggaran sesuai dengan jenis transaksi yang 
tercantum pada SPM/SP2D sebagai berikut: 





(2) Mengisi Tanggal SPM, No. SPM, ,Tanggal SP2D, No. 
SP2D,Jumlah Bayar sebesar jumlah netto yang tertera pada 
SPM; 
(3) Isi kode KPPN; 
(4) Mengisi Cara Bayar, dengan memilih cara bayar, sebagai 
berikut: Cek Bank, Giro Bank, Cek Pos, Giro Pos, Nihil, 
Pengesahan; 
(5) Jenis Satker terisi secara otomatis; 
(6) Mengisi Klasifikasi Belanja; 
(7) Isi Dokumen sesuai dengan Dasar Pembayaran 
denganmemilih kode 01 DIPA; 
(8) Nomor dan tanggal secara otomatis muncul sesuai 
denganpilihan dokumen; 
(9) Isilah Fungsi, Sub Fungsi, Program, dengan cara 
memilihkode; 
(10) Mengisi kode wilayah; 
(11) Mengisi Jenis sebagai berikut: Pengeluaran Anggaran, 
Pengembalian uang mata anggaran, Perhitungan Pihak 
Ketiga, Pengeluaran Transito, Perhitungan Rekening Khusus, 
Pembetulan Pembukuan; 
(12) Mengisi Sifat Pembayaran sebagai berikut: Dana Uang 





Penggantian Uang Persediaan (GU), Pembayaran Langsung 
(LS), Nihil, Pengesahan; 
(13) Pilih Sumber Dana-Cara Penarikan (SD-CP) dengan memilih 
kode sebagai berikut: 01 RM untuk Sumber Dana dari 
Rupiah Murni dan 0 RM untuk Cara Penarikan, 02 PLN 
untuk Sumber Dana dari Pinjaman Luar Negeri, 1 PP atau 2 
PL untuk Cara Penarikan, dan mengisinomor register 
pinjaman; 03 HLN untuk sumber dana dari Hibah Luar 
Negeri, 3 RK atau 4 LC untuk Cara Penarikan, dan mengisi 
nomor register hibah, 04 RMP untuk sumber dana dari 
Rupiah Murni Pendamping dan 0 RM untuk Cara Penarikan; 
05 PNP untuk sumber dana dari Penerimaan Negara Bukan 
Pajak dan 0 RM untuk Cara Penarikan, 06 BLU untuk 
sumber dana dari Badan Layanan Umum dan 0 RM untuk 
Cara Penarikan, 07 STM untuk sumber dana dari stimulus 
dan 0 RM untuk Cara Penarikan; 
(14) Mengisi Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, dan nilai Rupiah 
Pengeluaran; 
(15) Jika ada potongan klik tambah potongan lalu mengisi Akun 
dan nilai Rupiah Potongan; 






(17) Apabila ada perubahan klik Ubah Potongan untuk mengubah 
atau Hapus Potongan untuk menghapus; 
(18) Dan seterusnya sesuai dengan jenis transaksi yang  
tercantum pada SPM. 
d) Perekaman Pendapatan sesuai dengan yang tertera pada SSBP 
dengan prosedur: 
(1) Buka “menu transaksi” sub menu pendapatan; 
(2) Kemudian‘Tambah” untuk memasukkan data Pendapatan; 
(3) Mengisi tanggal dokumen sesuai dengan tanggal SSBP; 
(4) Mengisi Nomor NTB dengan Nomor Transaksi Bank yang 
diperoleh dari bank pada saat setor; 
(5) Mengisi Kode KPPN sesuai dengan kode KPPN di SSBP; 
(6) Mengisi Nomor NTPN sesuai dengan Nomor Transaksi 
Penerimaan Negara yang diperoleh dari bank; 
(7) Kode dan nama Departemen/Lembaga, Unit Organisasi, 
Satuan, Wilayah secara otomatis akan terisi sesuai setup; 
(8) Mengisi kode dan nama Akun dengan menggunakan tombol 
sesuai dengan akun penerimaan pada SSBP; 
(9) Mengisi F/SF/Program/Kegiatan/SubKeg menggunakan 
tombol, sesuai dengan kode Fungsi/Sub Fungsi/Program/ 
Kegiatan/SubKeg pada SSBP; 





(11) Mengisi Jumlah Setoran sesuai dengan jumlah rupiahsetoran 
SSBP; 
(12) Tanggal Buku terisi secara otomatis. Dapat diganti 
sesuaitanggal pelaporan; 
(13) Kemudian simpan untuk menyimpan perekaman 
transaksipendapatan atau batal untuk membatalkanperekaman 
transaksi pendapatan; 
(14) Dan seterusnya sesuai banyaknya SSBP. 
e) Perekaman Pengembalian Belanja (SPB) dengan prosedur: 
(1) Buka “menu transaksi” sub menu “pengembalian belanja”; 
(2) Kemudian ‘Tambah” untuk memasukkan data pengembalian 
belanja; 
(3) Mengisi Tanggal Dokumen sesuai dengan tanggal SSPB; 
(4) Mengisi Nomor NTB sesuai dengan Nomor Transaksi Bank, 
yang diperoleh dari bank pada saat setor; 
(5) Mengisi Kode KPPN sesuai dengan kode KPPN di SSPB; 
(6) Mengisi Nomor NTPN sesuai dengan Nomor Transaksi 
Penerimaan Negara yang diperoleh dari bank; 
(7) Tanggal Buku terisi secara otomatis. Dapat diganti sesuai 
tanggal pelaporan; 
(8) Departemen/Lembaga/ Unit Organisasi, Satuan 





(9) Mengisi Akun dengan menggunakan tombol, sesuai dengan 
akun pengembalian belanja; 
(10) Mengisi F/SF/Program/Kegiatan/SubKeg dengan 
menggunakan tombol, sesuai dengan kode Fungsi/Sub 
Fungsi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan; 
(11) Jenis Satker terisi secara otomatis sesuai setup; 
(12) Mengisi jumlah setoran sesuai dengan jumlah nilai rupiah 
setoran pengembalian belanja; 
(13) Kemudian simpan detil untuk menyimpan atau Batal Detil 
untuk membatalkan perekaman; 
(14) Lalu simpan untuk menyimpan perekaman pengembalian 
belanja, batal untuk membatalkan perekaman pengembalian 
belanja; 
(15) Dan seterusnya sesuai dengan banyaknya SSPB. 
f) Dilanjutkan dengan pencetakan Register Transaksi Harian (RTH); 
g) Verifikator melakukan verifikasi terhadap RTH; 
h) Bila masih terdapat kekeliruan, maka dilakukan koreksi RTH 
dengan prosedur sebagai berikut:  
(1) Verifikator mengoreksi RTH dengan menuliskan data yang 
benar pada data yang tercetak salah menggunakan tanda yang 





(2) Verifikator menyampaikan catatan hasil koreksi dan RTH 
yang telah dikoreksi kepada operator untuk dilakukan 
perekaman; 
(3) Operator melakukan koreksi atas data yang ada dalam 
Aplikasi SAK; 
(4) Operator mencetak RTH hasil koreksi untuk diverifikasi 
ulang oleh Verifikator. 
i) Bila sudah benar, Verifikator menyerahkan ke Validator untuk 
divalidasi. 
j) Validator melakukan verifikasi terhadap RTH dengan ketentuan: 
(1) Bila masih terdapat kekeliruan, dikembalikan 
kepadaVerifikator untuk dilakukan koreksi RTH; 
(2) Bila sudah benar, Validator melakukan validasi 
denganmenandatangani hasil cetak RTH (dilengkapi dengan 
namajelas, jabatan, dan tanggal) dan diserahkan kembali 
keVerifikator; 
k) Operator melakukan Posting; 
l) Selanjutnya petugas SAK bersama dengan SIMAK-BMN 
melakukanrekonsiliasi internal. 
 
4) Prosedur Rekonsiliasi Internal SAK dengan SIMAK-BMN 
Rekonsiliasi internal dengan SIMAK-BMN dilakukan setiap 





a) Petugas Administrasi menerima dan mencatat ADK Laporan 
BMNbeserta hasil cetak Laporan Neraca BMN dari Penanggung 
JawabUAKPB yang selanjutnya diserahkan kepada Operator; 
b) Operator bersama Verifikator melakukan rekonsiliasi laporan 
NeracaSAK dan laporan Neraca BMN dengan: 
(1) Membandingkan saldo pada Persediaan, Aset Tetap dan 
AsetLainnya dengan Neraca BMN; 
(2) Bila tidak sama langkah selanjutnya adalah: 
(a) memeriksa kesesuaian dengan dokumen sumber 
(RTH,SPM, SP2D) yang ada pada SAK dan SIMAK-
BMN; 
(b) melakukan koreksi pada SAK/SIMAK-BMN; 
(c) Petugas SIMAK-BMN mengirim ulang data aset ke 
SAK. 
(3) Bila data yang direkonsiliasi sudah sama, operator 
melakukanproses penerimaan data ADK BMN pada aplikasi 
SAKPAdengan prosedur: 
(a) Buka “menu utility” sub menu “penerimaan aset 
dariUAKPB”; 
(b) Tampilan Proses Penerimaan Data/ADK dari UAKPB 
terdiridari isian sebagai berikut: mengisi Bulan dengan 





dari UAKPB, mengisi Lokasi data/ADK dengan 
menggunakan tombolsesuai dengan lokasi data Aset. 
c) Operator melakukan posting; 
d) Operator mencetak neraca berdasarkan hasil penerimaan 
data ADKBMN dari UAKPB; 
e) Operator bersama Verifikator melakukan rekonsiliasi 
laporan NeracaSAK dan laporan Neraca BMN dengan: 
(1) Membandingkan saldo pada Persediaan, Aset Tetap 
dan AsetLainnya dengan Neraca BMN; 
(2) Bila data yang direkonsiliasi sudah sama, dibuat 
Berita AcaraRekonsiliasi; 
(3) Bila tidak sama langkah selanjutnya adalah: 
(a) melakukan pengecekan pada aplikasi SAKPA 
atau SAKPB,apakah telah menggunakan aplikasi 
yang terbaru; 
(b) memeriksa kebenaran perekaman dokumen 
sumber; 
(c) melakukan update/perbaikan/koreksi; 
(d) Petugas SIMAK-BMN mengirim ulang data aset 
keSAK. 
(4) Khusus akhir tahun anggaran, melakukan penelitian 





(a) Bila tidak terdapat saldo Akun Aset Tetap 
sebelumdisesuaikan, meminta penanggung jawab 
UAKPB untukmelakukan pengiriman kembali data 
BMN; 
(b) Bila ada saldo Akun Aset Tetap sebelum 
disesuaikan,membandingkan RTH Pembelian, 
PenyelesaianPembangunan dan Pengembangan pada 
SIMAK-BMNdengan Buku Besar Aset Tetap dan 
Belanja Modal padaSAK; 
(c) Bila saldo Akun Aset Tetap sebelum 
disesuaikanmerupakan KDP, maka dilakukan prosedur 
koreksipencatatan KDP UAKPB; 
(d) Bila Saldo Akun Aset Tetap sebelum disesuaikan 
bukanmerupakan KDP, dilakukan koreksi pencatatan 
dataSIMAK-BMN pada UAKPB; 
(e) Bila penelitian telah selesai, dilanjutkan 
denganpembuatan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR); 
f) Verifikator SAK menyiapkan BAR Internal SAK dan SIMAK 
BMNuntuk ditandatangani oleh Penanggung Jawab UAKPA 
dan UAKPBdan dibuat rangkap 2 (dua) untuk kedua belah 
pihak; 





5) Prosedur Rekonsiliasi Eksternal SAK dengan KPPNRekonsiliasi 
UAKPA dengan KPPN dilakukan setiap bulan, dengan 
prosedursebagai berikut: 
a) Operator membuat ADK file kirim ke KPPN dan back up 
dariAplikasi SAKPA dengan prosedur: 
(1) pilih menu “utility” dan sub menu “pengiriman ke KPPN”; 
(2) Mengisi KPPN dengan menggunakan sesuaidengan kode 
KPPN; 
(3) Mengisi Copy dengan menggunakan tombol sesuaidengan 
lokasi media yang akan dicopy (bisa ke disket/CDatau ke 
flash disk). 
b) Operator mencetak LRA dan register pengiriman data 
akuntansi keKPPN dan diserahkan kepada Verifikator untuk 
divalidasi olehvalidator; 
c) Verifikator bersama Operator melakukan rekonsiliasi 
eksternaldengan membawa berkas elektronik dan hasil cetak 
yang telahdivalidasi ke KPPN termasuk register pengiriman 
untukditandatangani (1 lembar arsip UAKPA dan 1 lembar 
arsip KPPN); 
d) Verifikator, Operator dan petugas KPPN melakukan 
rekonsiliasidengan ketentuan: 






(2) Jika hasil rekonsiliasi masih terdapat perbedaan, 
dilakukanperbaikan data pada SAK atau pada KPPN; 
(3) Verifikator melaporkan kepada validator tentang 
perbaikanyang perlu dilakukan; 
(4) Verifikator menyerahkan kepada operator untuk 
melakukanperbaikan data hasil Rekonsiliasi dan 
mengulangi langkahRekonsiliasi. 
e) KPPN membuat Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) rangkap 2 
(dua)untuk ditandatangani kedua belah pihak; 
f) Petugas Administrasi mencatat dan menyimpan BAR; 
g) Selanjutnya Operator melakukan pencetakan laporan 
bulananuntuk dikirim ke jenjang di atasnya setelah di verifikasi 
dandivalidasi. 
6) Pencetakan, verifikasi, validasi dan pengiriman dokumenlaporan 
keuangan dilakukan dengan prosedur: 
a) Buka “menu laporan”; 
b) Pilih jenis laporan keuangan yang akan dicetak:Neraca 
Percobaan, Neraca, Realisasi Anggaran, Realisasi Anggaran 
Belanja, Pengembalian Belanja, Realisasi Anggaran 
Pendapatan, Pengembalian Pendapatan; 
c) Memilih periode laporan; 





e) Operator menyerahkan dokumen laporan keuangan kepada 
verifikator untuk diverifikasidengan ketentuan:  
(1) Apabila masih terdapat kesalahan/kekurangan 
verifikatormengembalikan ke operator untuk 
diperbaiki/dilengkapi; 
(2) Apabila sudah tidak terdapat 
kesalahan/kekurangan,verifikator menyerahkan kepada 
validator untuk divalidasi; 
f) Setelah divalidasi maka diserahkan kepada Kepala 
Satkeruntukditandatangani; 
g) Verifikator menyerahkan dokumen Laporan Keuangan 
kepadapetugas administrasi untuk dibukukan, diarsipkan, dan 
dikirimkanke unit akuntansi jenjang di atasnya; 
h) Secara bersamaan operator mengirimkan ADK laporan 
keuangan kejenjang di atasnya melalui SIMKeu; 
i) Untuk pengiriman laporan keuangan berupa LRA, Neraca, 
danRegister Pengiriman melalui SIMKeu, operator 
melakukanpenyimpanan laporan keuangan dalam bentuk pdf 
danmengirimkannya sesuai dengan “Buku Petunjuk 
Penggunaan SIMKeuangan SAK”; 
j) Untuk laporan semester dan tahunan, operator menyusun 
konsepSOR dan CaLK untuk diverifikasi dan divalidasi. 





Operator melakukan Pengiriman ADK Laporan Keuangan melalui 
AplikasiPelaporan SIMKeu dengan langkah sebagai berikut: 
a) Operator membuat file kirim (ADK) dari aplikasi SAKPA 
denganlangkah sebagai berikut: 
(1) Membuat ADK saldo awal: 
(a) Membuka menu “utility” sub menu “pengiriman 
saldoawal ke UAPPA-W”; 
(b) Dept. terisi secara otomatis; 
(c) Mengisi unit dengan menggunakan tombol; 
(d) Mengisi lokasi “Copy” dengan menggunakan 
tomboldan memilih C:\SAPPAW08\KRM; 
(e) Kemudian Proses. 
(2) Membuat file kirim (ADK) bulanan: 
(a) Buka “menu utility” sub menu “Pengiriman Data 
keUAPPA-W/UAPPA-E1; 
(b) Mengisi Bulan dengan menggunakan tombol, 
sesuaidengan periode pengiriman; 
(c) Mengisi “Copy Ke”dengan menggunakan 
tombolsesuai dengan lokasi media yang akan 
dicopy(disket/CD/flash disk). Untuk memudahkan 
operatormengingat letak penyimpanan, disarankan 





(d) Pada saat penetapan letak folder secara otomatis 
akanterbentuk 4 (empat) ADK. 
 
c. Prosedur Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik 
Negara (SIMAK BMN). 
Prosedur Penyusunan Laporan BMN/SIMAK BMN adalah: 
1) Pencatatan Saldo Awal; 
2) Prosedur Pencatatan Transaksi Perolehan BMN; 
3) Prosedur Pencatatan Transaksi Perubahan BMN; 
4) Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset; 
5) Pencatatan Transaksi Penghapusan BMN; 
6) Penghentian BMN dari Penggunaan; 
7) Pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); 
8) Pencatatan Perolehan BMN yang Berasal Dari PHLN; 
9) Rekonsiliasi SIMAK BMN dengan SAK; 
10) Rekonsiliasi UAKPB dengan KPKNL; 
11) Pelaporan Dan Pengiriman Data UAKPB Ke UAPPB-W/E1; 
12) Pengiriman Data SIMAK BMN Ke SAK. 
 
1) Pencatatan Saldo Awal 
Prosedur Pencatatan Saldo Awal pada tingkat Satker dilakukan 





a) Petugas Administrasi menerima dokumen sumber dari 
BendaharaBarang/Penanggung Jawab UAKPB/Sub Bagian 
Umum berupa: BI,Laporan BMN yang lalu, LHI BMN, 
KIB, DBR, DBL, BAHibah/penyerahan barang dan bukti-
bukti kepemilikan DokumenSumber Saldo Awal; 
b) Petugas Administrasi mencatat penerimaan dokumen 
sumberdalam Buku Agenda/Ekspedisi/Arsip Penerimaan, 
kemudianmenyampaikannya kepada Petugas Verifikasi; 
c) Petugas Verifikasi menerima dokumen sumber dari 
petugasadministrasi dan melakukan verifikasi atas dokumen 
sumbertersebut, meliputi: 
(1) Keabsahan dokumen sumber antara lain: 
(a) Laporan BMN telah ditandatangani oleh 
BendaharaBarang/Penanggung Jawab 
UAKPB/Petugas pengurusBMN; 
(b) LHI BMN telah disetujui oleh penanggung 
jawabUAKPB dan ditandatangani oleh Kepala 
SATKER; 
(c) Bukti kepemilikan BMN yang masih berlaku dan 
sah; 
(d) DBR/KIB/DBL telah ditandatangani oleh Petugas 






(2) Kelengkapan data pada BI/Laporan BMN/LHI 
BMN:Kode UAKPB, Tanggal/tahun perolehan BMN, 
KodeBarang, Nomor urut pendaftaran, Jumlah barang, 
Hargabarang, Identitas barang lainnya, Kebenaran 
perhitungan. 
d) Petugas Verifikasi menyerahkan dokumen sumber 
kepadaOperator Komputer; 
e) Operator Komputer merekam dokumen sumber ke dalam 
AplikasiSIMAK-BMN menggunakan Modul Transaksi 
Saldo awal (KIB, DBRdan DBL); 
f) Operator Komputer mencetak Register Transaksi Harian 
(RTH)dan menyerahkannya kepada petugas verifikasi; 
g) Petugas Verifikasi melakukan verifikasi terhadap RTH 
dengandokumen sumbernya, Jika terdapat ketidaksesuaian 
RTH dengandokumen sumbernya, lakukan Prosedur Koreksi 
RTH; 
h) Prosedur Koreksi RTH: 
(1) Petugas Verifikasi mengoreksi RTH, menuliskan data 
yangbenar pada data yang tercetak salah 
denganmenggunakan tanda yang mudah dilihat 





(2) Menyampaikan catatan hasil koreksi dan RTH yang 
telahdikoreksi kepada operator komputer untuk 
dilakukanperekaman; 
(3) Operator Komputer melakukan perekaman dalam 
aplikasiSIMAK-BMN pada Modul Saldo Awal yang 
menghasilkanRTH yang sudah dikoreksi untuk dicetak; 
(4) Operator Komputer mencetak RTH yang telah dikoreksi; 
i) Petugas Administrasi mengarsipkan RTH dan 
dokumensumberyang telah diverifikasi; 
j) Operator Komputer melakukan backup data pada Aplikasi 
SIMAKBMN. 
2) Prosedur Pencatatan Transaksi Perolehan BMN 
Pencatatan Transaksi Perolehan BMN dilakukan dengan 
prosedursebagai berikut: 
a) Petugas Administrasi menerima Dokumen Sumber antara 
lain: 
(1) Untuk Pembelian yaitu BAST, Faktur, Kontrak, SPK, 
danSPM/SP2D; 
(2) Untuk Transfer Masuk yaitu BAST dan/atau 
buktikepemilikan; 






(4) Untuk Rampasan yaitu SK Pengadilan tentang 
rampasan; 
(5) Untuk Penyelesaian Pembangunan yaitu BAST dan L-
KDP; 
(6) Untuk Pembatalan Penghapusan yaitu SK 
PembatalanPenghapusan; 
(7) Untuk Reklasifikasi Masuk yaitu Catatan Hasil 
Koreksireklasifikasi masuk, Surat Keterangan 
Penanggung JawabUAKPB beserta KIB/DBR/DBL 
BMN yang bersangkutan; 
(8) Untuk Bangun Serah Guna yaitu BAST dan Kontrak; 
(9) Untuk Bangun Guna Serah yaitu BAST dan Kontrak; 
(10) Untuk Pertukaran yaitu BAST; 
(11) Untuk Perolehan Lainnya yaitu BAST, 
Kontrak,Faktur/Kwitansi; 
b) Petugas Administrasi mencatat penerimaan dokumen 
sumberdalam Buku Agenda/Ekspedisi kemudian 
menyerahkan DokumenSumber tersebut kepada Petugas 
Verifikasi; 
c) Petugas Verifikasi menerima dan melakukan verifikasi 
atasdokumen sumber, meliputi: 





(a) Tanggal/tahun perolehan BMN, Nama/Jenis 
Barang,Kode Produksi Barang, Jumlah barang; 
Harga barang;,Kondisi barang, Identitas barang 
lainnya;, Kebenaranperhitungan; 
(b) Khusus Reklasifikasi Masuk: Nomor 
UrutPendaftaran/Nama/Jenis Barang/Kode 
ProduksiBarang sebelum dan sesudah 
Reklasifikasi,Apabila terdapat dokumen sumber 
yang salah, dokumentersebut dikembalikan kepada 
pemohon/yang mengajukanDokumen Sumber untuk 
dikoreksi. Setelah dikoreksi dapatdiajukan kembali; 
(2) Keabsahan Dokumen Sumber: Masing-masing DS 
harusmendapatkan Validasi dari Penanggung Jawab 
Unit yangmengajukan Dok. Sumber tersebut; 
d) Petugas Verifikasi menyerahkan dokumen sumber 
kepadaoperator Komputer; 
e) Operator komputer melakukan perekaman dokumen sumber 
kedalam Aplikasi SIMAK BMN (KIB, DBR dan DBL), 
denganmenggunakan Modul sebagai berikut: 
(1) Pembelian: Modul Perolehan/Pembelian; 
(2) Transfer Masuk: Modul Perolehan/Transfermasuk; 
(3) Hibah Masuk: Modul Perolehan/Hibah Masuk; 





(5) Penyelesaian Pembangunan: Modul 
Perolehan/Penyelesaian Pembangunan; 
(6) Pembatalan Penghapusan: Modul 
perolehan/PembatalanPenghapusan; 
(7) Reklasifikasi Masuk: Modul perolehan/Reklasifikasi 
Masuk; 
(8) Bangun Serah Guna: Modul Perolehan/Serah Guna; 
(9) Bangun Guna Serah: Modul Perolehan/Guna Serah; 
(10) Pertukaran: Modul Perolehan/Pertukaran; 
(11) Perolehan Lainnya: Modul Perolehan/Perolehan 
Lainnya; 
f) Operator Komputer mencetak Register Transaksi Harian 
(RTH)dan menyerahkan RTH & Dok. Sumber kepada 
Petugas Verifikasi; 
g) Petugas Verifikasi menerima dan melakukan verifikasi 
terhadapRTH dengan dokumen sumbernya; Jika terdapat 
ketidaksesuaianRTH dengan dokumen sumbernya, lakukan 
Prosedur Koreksi RTH; 
h) Prosedur Koreksi RTH: 
(1) Petugas Verifikasi mengoreksi RTH dengan 
menuliskandata yang benar pada data yang tercetak salah 
denganmenggunakan tanda yang mudah dilihat 





(2) Petugas Verifikasi menyampaikan catatan hasil koreksi 
danRTH yang sudah dikoreksi kepada operator 
komputeruntuk dilakukan Perekaman; 
(3) Operator Komputer melakukan perekaman kembali 
kedalam Aplikasi SIMAK BMN yang menghasilkan 
RTH yangsudah dikoreksi untuk dicetak; 
(4) Operator Komputer mencetak RTH yang telah dikoreksi; 
i) Petugas Administrasi mengarsipkan RTH dan dokumen 
sumberyang telah diverifikasi; 
j) Operator Komputer melakukan back up data pada Aplikasi 
SIMAKBMN. 
3) Prosedur Pencatatan Transaksi Perubahan BMN 
a) Petugas Administrasi menerima Dokumen Sumber: 
(1) Pengurangan/201 dari Pengguna Barang berupa 
SKPerubahan Status atau SK Hasil Koreksi 
PerubahanNilai/Kuantitas atau SK Penghapusan BMN; 
(2) Pengembangan/202 dari 
PPK/BendaharaPengeluaran/Pejabat Penerbit SPM 
berupa BAST, Faktur,Kontrak, SPK, dan SPM/SP2D; 
(3) Perubahan Kondisi/203 dari Penanggung Jawab 
Ruangan/Bendahara Barang/Pengurus Barang berupa 





(4) Perubahan Nilai/Kuantitas/204 Penanggung jawab 
UAKPBberupa SK Hasil Koreksi perubahan 
nilai/kuantitas besertaKIB/DBR/DBL BMN yang 
bersangkutan; 
(5) Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi 
dariPenanggung Jawab UAKPB berupa BAST, 
SPM/SP2D,Faktur, SPK; 
b) Petugas Administrasi mencatat penerimaan dokumen 
sumberdalam Buku Agenda/Ekspedisi dan menyerahkan 
dokumensumber tersebut kepada Petugas Verifikasi; 
c) Petugas Verifikasi menerima dan melakukan verifikasi 
atasdokumen sumber, meliputi: 
(1) Kelengkapan data pada dokumen sumber antara 
lain:Tanggal/tahun perolehan BMN, Nama/Jenis/Kode 
Barang, Jumlah barang, Harga barang, Nomor Urut 
Pendaftaran, Kondisi barang, Identitas barang lainnya, 
Kebenaran perhitungan, Khusus Pengurangan adalah 
jumlah barang sebelumdan setelah pengurangan dan nilai 
barang sebelumdan setelah pengurangan, Khusus 
Pengembangan adalah jumlah pengembanganBMN dan 
Nilai pengembangan BMN, Khusus Perubahan 
Nilai/Kuantitas adalah jumlahbarang sebelum dan setelah 





Apabila terdapat dokumen sumber yang salah, 
dokumentersebut dikembalikan kepada pemohon/yang 
mengajukandokumen sumber untuk dikoreksi. Setelah 
dikoreksi dapatdiajukan kembali. 
(2) Keabsahan dokumen sumber: Masing-masing 
harusmendapatkan validasi dari penanggung jawab unit 
yangmengajukan dokumen sumber tersebut; 
d) Petugas Verifikasi menyampaikan dokumen sumber 
kepadaOperator Komputer; 
e) Operator komputer merekam dokumen sumber ke dalam 
aplikasiSIMAK-BMN dengan menggunakan Modul sebagai 
berikut: 
(1) Pengurangan: Modul Perubahan/Pengurangan; 
(2) Pengembangan:Modul PerubahanPengembangan; 
(3) Perubahan Kondisi: Modul PerubahanPerubahan kondisi; 
(4) Perubahan Nilai/Kuantitas: Modul 
Perubahan/PerubahanNilai/Kuantitas; 
(5) Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset 
Renovasi:Modul Perubahan BMN/ Penerimaan Aset 
dariPengembangan Aset Renovasi; 
f) Operator Komputer mencetak Register Transaksi Harian 





menyerahkanRTH & Dokumen Sumber kepada Petugas 
Verifikasi; 
g) Petugas Verifikasi menerima dan melakukan verifikasi 
terhadapRTH dengan dokumen sumbernya. Jika terdapat 
ketidaksesuaianRTH dengan dokumen sumbernya, lakukan 
prosedur koreksi RTH; 
h) Prosedur Koreksi RTH: 
(1) Petugas Verifikasi mengoreksi RTH dengan 
menuliskandata yang benar pada data yang tercetak salah 
denganmenggunakan tanda yang mudah dilihat 
(misalnyamenggunakan pulpen berwarna); 
(2) Petugas Verifikasi menyampaikan catatan hasil koreksi 
danRTH yang sudah dikoreksi kepada operator 
komputeruntuk dilakukan Perekaman; 
(3) Operator Komputer melakukan perekaman kembali 
kedalam Aplikasi SIMAK BMN yang menghasilkan 
RTH yangsudah dikoreksi untuk dicetak; 
(4) Operator Komputer mencetak RTH yang telah dikoreksi; 
i) Petugas Administrasi mengarsipkan RTH dan dokumen 
sumberyang telah diverifikasi; 
j) Operator Komputer melakukan backup data pada Aplikasi 
SIMAKBMN. 





a) Petugas Administrasi menerima Dokumen Sumber dari 
KPKNLberupa BA Hasil Evaluasi; 
b) Petugas Administrasi mencatat penerimaan dokumen 
sumberdalam buku agenda/ekspedisi dan menyerahkan 
dokumensumbertersebut kepada Petugas Verifikasi; 
c) Petugas Verifikasi menerima dan melakukan verifikasi 
atasdokumen sumber, meliputi kelengkapan data dan 
keabsahanDokumen Sumber; 
d) Petugas Verifikasi menyerahkan dokumen sumber 
kepadaOperator Komputer; 
e) Operator Komputer merekam dokumen sumber ke dalam 
AplikasiSIMAK-BMN dengan menggunakan modul 
Perubahan Nilai KoreksiTim Penertiban Aset; 
f) Operator Komputer mencetak Register Transaksi Harian 
(RTH)dan menyerahkan RTH dan Dokumen Sumber kepada 
PetugasVerifikasi; 
g) Petugas Verifikasi menerima dan melakukan verifikasi 
terhadapRTH dengan dokumen sumbernya. Jika terdapat 
ketidaksesuaianRTH dengan dokumen sumbernya, maka 
dilakukan ProsedurKoreksi RTH; 
h) Prosedur Koreksi RTH: 
(1) Petugas Verifikasi mengoreksi RTH dengan 





denganmenggunakan tanda yang mudah dilihat 
(misalnyamenggunakan pulpen berwarna); 
(2) Petugas Verifikasi menyampaikan catatan hasil koreksi 
danRTH yang sudah dikoreksi kepada operator 
komputeruntuk dilakukan Perekaman; 
(3) Operator Komputer melakukan perekaman kembali 
kedalam Aplikasi SIMAK BMN yang menghasilkan 
RTH yangsudah dikoreksi untuk dicetak; 
(4) Operator Komputer mencetak RTH yang telah dikoreksi; 
i) Petugas Administrasi mengarsipkan RTH dan dokumen 
sumberyang telah diverifikasi; 
j) Operator Komputer melakukan back up data pada Aplikasi 
SIMAKBMN. 
5) Pencatatan Transaksi Penghapusan BMN 
a) Petugas Administrasi menerima Dokumen Sumber: 
(1) Penghapusan: dari Pengguna Barang berupa 
SKPenghapusan BMN; 
(2) Transfer Keluar: dari Kuasa Pengguna Barang 
ataubendahara barang/pengurus barang berupa 
BASTdan/atau bukti kepemilikan; 
(3) Hibah Keluar: dari Pengguna Barang atau 






(4) Reklasifikasi Keluar: dari Penanggung jawab 
UAKPBberupa Catatan Hasil Koreksi beserta 
KIB/DBR/DBL BMNyang akan direklasifikasi; 
(5) Koreksi Pencatatan: dari Penanggung jawab 
UAKPBberupa Catatan Hasil Koreksi beserta 
KIB/DBR/DBL BMNyang akan dikoreksi; 
b) Petugas Administrasi mencatat penerimaan dokumen 
sumberdalam buku agenda/ekspedisi dan menyerahkan 
dokumen sumbertersebut kepada Petugas Verifikasi; 
c) Petugas Verifikasi menerima dan melakukan verifikasi 
atasdokumen sumber, meliputi: 
(1) Kelengkapan data pada Dokumen Sumber:Tanggal/tahun 
perolehan BMN, Nama/Jenis/Kode Barang, Nomor urut 
pendaftaran, Jumlah barang, Nilai barang, Kondisi 
barang, Identitas barang lainnya, Kebenaran perhitungan, 
Khusus Penghapusan adalah Nama/Jenis/Kode 
Barangyang dihapuskan, Nomor urut pendaftaran BMN 
yangdihapuskan, Khusus Transfer Keluar adalah Jumlah 
& nilai barangyang diserahkan; Khusus Reklasifikasi 
Keluar adalahNama/Jenis/Kode Barang sebelum dan 
setelahreklasifikasi keluar, Khusus Koreksi Pencatatan 
adalah sama/Jenis/KodeBarang sebelum dan setelah 





yang Salah,dokumen tersebut dikembalikan kepada 
pemohon/yangmengajukan Dokumen Sumber untuk 
dikoreksi. Setelahdikoreksi dapat diajukan kembali. 
(2) Keabsahan dokumen sumber: Masing-masing 
harusmendapatkan Validasi dari Penanggung Jawab Unit 
yangmengajukan dokumen sumber tersebut; 
d) Petugas Verifikasi menyerahkan dokumen sumber 
denganOperator Komputer; 
e) Operator Komputer merekam dokomen sumber ke dalam 
AplikasiSIMAK-BMN dengan menggunakan modul sebagai 
berikut: 
(1) Penghapusan yaitu Transaksi 
PenguranganBMN/Penghapusan; 
(2) Transfer Keluar yaitu Transaksi 
PenguranganBMN/Transfer Keluar; 
(3) Hibah Keluar yaitu Transaksi Pengurangan 
BMN/HibahKeluar; 
(4) Reklasifikasi Keluar yaitu Transaksi 
PenguranganBMN/Reklasifikasi Keluar; 






f) Operator Komputer mencetak Register Transaksi Harian 
(RTH)dan menyerahkan RTH dan Dok. Sumber kepada 
PetugasVerifikasi; 
g) Petugas Verifikasi menerima dan melakukan verifikasi 
terhadapRTH dengan dokumen sumbernya; Jika terdapat 
ketidaksesuaianRTH dengan dokumen sumbernya, maka 
dilakukan ProsedurKoreksi RTH; 
h) Prosedur Koreksi RTH: 
(1) Petugas Verifikasi mengoreksi RTH dengan 
menuliskandata yang benar pada data yang tercetak salah 
denganmenggunakan tanda yang mudah dilihat 
(misalnyamenggunakan pulpen berwarna); 
(2) Petugas Verifikasi menyampaikan catatan hasil koreksi 
danRTH yang sudah dikoreksi kepada operator 
komputeruntuk dilakukan Perekaman; 
(3) Operator Komputer melakukan perekaman kembali 
kedalam Aplikasi SIMAK BMN yang menghasilkan 
RTH yangsudah dikoreksi untuk dicetak; 
(4) Operator Komputer mencetak RTH yang telah dikoreksi; 
i) Petugas Administrasi mengarsipkan RTH dan dokumen 
sumberyang telah diverifikasi; 






6) Penghentian BMN dari Penggunaan 
a) Petugas Administrasi menerima Dokumen Sumber 
dariPenanggung Jawab UAKPB berupa Surat Ketetapan 
PenghentianPenggunaan BMN; 
b) Petugas Administrasi mencatat penerimaan dokumen 
sumberdalam buku agenda/ekspedisi dan menyerahkan 
dokumen sumbertersebut kepada Petugas Verifikasi; 
c) Petugas Verifikasi menerima dan melakukan verifikasi 
atasdokumen sumber, meliputi: 
(1) Kelengkapan data:Tanggal/tahun perolehan BMN, 
Nama/Jenis/Kode Barang, Nomor urut pendaftaran, 
Jumlah barang, Nilai barang, Kondisi barang, Identitas 
barang lainnya, Kebenaran perhitungan; 
(2) Keabsahan Dokumen Sumber. 
d) Petugas Verifikasi menyerahkan dokumen sumber 
kepadaOperator Komputer; 
e) Operator Komputer merekam dokumen sumber ke dalam 
AplikasiSIMAK-BMN dengan menggunakan modul 
Penghentian BMN dariPenggunaan; 
f) Operator Komputer mencetak Register Transaksi Harian 






g) Petugas Verifikasi menerima dan melakukan verifikasi 
terhadapRTH dengan dokumen sumbernya. Jika terdapat 
ketidaksesuaianRTH dengan dokumen sumbernya, maka 
dilakukan ProsedurKoreksi RTH; 
h) Prosedur Koreksi RTH: 
(1) Petugas Verifikasi mengoreksi RTH dengan 
menuliskandata yang benar pada data yang tercetak salah 
denganmenggunakan tanda yang mudah dilihat 
(misalnyamenggunakan pulpen berwarna); 
(2) Petugas Verifikasi menyampaikan catatan hasil koreksi 
danRTH yang sudah dikoreksi kepada operator 
komputeruntuk dilakukan Perekaman; 
(3) Operator Komputer melakukan perekaman kembali 
kedalam Aplikasi SIMAK BMN yang menghasilkan 
RTH yangsudah dikoreksi untuk dicetak; 
(4) Operator Komputer mencetak RTH yang telah dikoreksi; 
i) Petugas Administrasi mengarsipkan RTH dan dokumen 
sumberyang telah diverifikasi; 
j) Operator Komputer melakukan back up data pada Aplikasi 
SIMAKBMN; 
7) Pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 
a) Petugas Administrasi menerima Dokumen Sumber dari 





yaitu:Kuitansi, Faktur, Kontrak, BA penyelesaian Pekerjaan 
dandokumen lain yang dipersamakan; 
b) Petugas Administrasi mencatat penerimaan dokumen 
sumberdalam buku agenda/ekspedisi dan menyerahkan 
dokumen sumbertersebut kepada Petugas Verifikasi; 
c) Petugas Verifikasi menerima dan melakukan verifikasi 
atasdokumen sumber, meliputi: 
(1) Kelengkapan data: Tanggal/tahun perolehanBMN,; 
Nama/Jenis BMN, Jumlah BMN, Lokasi 
BMN,Penanggung Jawab/Pengguna BMN, Nilai BMN 
,KondisiBMN, Identitas BMN lainnya, Kebenaran 
perhitungan; 
(2) Keabsahan Dokumen Sumber; 
d) Petugas Verifikasi menyerahkan dokumen sumber 
kepadaOperator Komputer; 
e) Operator Komputer merekam dokumen sumber ke dalam 
AplikasiSIMAK-BMN dengan menggunakan modul 
Konstruksi DalamPengerjaan; 
f) Operator Komputer mencetak Register Transaksi Harian 
(RTH)dan menyerahkan RTH dan Dokumen Sumber kepada 
PetugasVerifikasi; 
g) Petugas Verifikasi menerima dan melakukan verifikasi 





ketidaksesuaianRTH dengan dokumen sumbernya, maka 
dilakukan ProsedurKoreksi RTH; 
h) Prosedur Koreksi RTH: 
(1) Petugas Verifikasi mengoreksi RTH dengan 
menuliskandata yang benar pada data yang tercetak salah 
denganmenggunakan tanda yang mudah dilihat 
(misalnyamenggunakan pulpen berwarna); 
(2) Petugas Verifikasi menyampaikan catatan hasil koreksi 
danRTH yang sudah dikoreksi kepada operator 
komputeruntuk dilakukan Perekaman; 
(3) Operator Komputer melakukan perekaman kembali 
kedalam Aplikasi SIMAK BMN yang menghasilkan 
RTH yangsudah dikoreksi untuk dicetak; 
(4) Operator Komputer mencetak RTH yang telah dikoreksi; 
i) Petugas Administrasi mengarsipkan RTH dan dokumen 
sumberyang telah diverifikasi; 
j) Operator Komputer melakukan back up data pada Aplikasi 
SIMAKBMN; 
8) Pencatatan Perolehan BMN yang Berasal Dari PHLN 
a) Petugas Administrasi pada Satker pengelola PHLN 
menyusundokumen sumber pengadaan barang/aset yang 





SPM/SP2D atau SP3SPK/Faktur/Kontrak pengadaan barang, 
BAST/Berita Acara Hibah Barang, Foto Barang (bila ada), 
Dokumen Kepemilikan. 
b) Petugas Verifikasi pada Satker pengelola PHLN 
melakukanverifikasi atas dokumen sumber yang meliputi 
keabsahan dankelengkapan data; 
c) PPK/Pimpinan Satker pengelola PHLN memberikan 
Validasi atasdokumen sumber untuk proses pencatatan pada 
Aplikasi SIMAKBMN; 
d) Proses verifikasi dan inventarisasi oleh Biro/Bagian 
yangmenangani SIMAK BMN; 
(1) Petugas Administrasi menerima dokumen sumber 
dariPPK/Satker pengelola PHLN; 
(a) Petugas Administrasi mencatat penerimaan 
dokumensumber dari PPK/Satker pengelola PHLN; 
(b) Petugas verifikasi melakukan verifikasi dan 
inventarisasiatas dokumen sumber dan aset BMN 
yang diperoleh dariPHLN, meliputi:Kelengkapan 
data pada Dokumen Sumber (Tanggal/Tahun 
Perolehan BMN, Nama/Jenis/Kode Barang, Jumlah 
dan Harga Barang, Kondisi dan keberadaan/distribusi 





Baranglainnya), Validitas/Keabsahan Dokumen 
Sumber. 
(c) Validator melakukan penandatanganan Berita 
AcaraInventarisasi dan verifikasi bersama dengan 
PPK/KepalaSatker Pengelola PHLN; 
(d) Petugas Verifikasi memberikan nomor pada aset 
yangtelah diverifikasi dan diinventarisasi; 
e) Perekaman dan Pengarsipan pada unit yang 
menanganiSIMAK BMN: 
(1) Operator komputer merekam dokumen sumber ke 
dalamAplikasi SIMAK BMN (KIB, DBR dan DBL); 
(2) Operator Komputer mencetak Register Transaksi 
Harian(RTH); 
(3) Petugas Verifikasi melakukan verifikasi terhadap 
RTHdengan dokumen sumbernya; 
(4) Petugas Administrasi mengarsipkan RTH dan 
dokumensumber yang telah diverifikasi; 
(5) Operator Komputer melakukan back up data pada 
AplikasiSIMAK-BMN. 
9) Rekonsiliasi SIMAK BMN dengan SAK 






(1) Operator Komputer SIMAK BMN mencetak 4 
rangkapLaporan SIMAK BMN yaitu:Laporan Neraca 
BMN dan RTH Pembelian, Laporan Neraca BMN dan 
RTH PenyelesaianPembangunanLaporan Neraca BMN 
dan RTH Pengembangan, Daftar SPM/SP2D telah 
direkam; 
(2) Operator Komputer SAK mencetak 4 rangkap Laporan 
SAKyaitu:Neraca bulanan, Buku Besar perkiraan Aset 
Tetap bulan berjalan(mengenai: Tanah, Gedung 
&Bangunan, Peralatandan Mesin, Jalan, Jaringan, dan 
Irigasi, Aset TetapLainnya dan KDP), Buku Besar 
perkiraan Belanja Modal bulan berjalan(mengenai: 
Belanja Modal Tanah, Belanja ModalGedung & 
Bangunan, Belanja Modal Peralatan danMesin, Belanja 
Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, danBelanja Modal 
Aset Tetap Lainnya). 
b) Operator Komputer mengirim ADK pada Apilkasi SIMAK 
BMN keSAK secara berkala (bulanan, semesteran dan 
tahunan) untukmenyusun neraca aset; 
c) Rekonsiliasi SIMAK BMN dan SAK dilaksanakan dengan 
prosedursebagai berikut: 
(1) Tim Verifikasi membandingkan saldo Aset Tetap 





Peralatandan Mesin, Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dan Aset 
TetapLainnya; 
(2) Dokumen sumber yang digunakan sebagai 
dasarperbandingan adalah ADK, Neraca Sistem 
Akuntansi KuasaPengguna Anggaran Neraca BMN, 
CALK (Catatan atasLaporan Keuangan) dan CaLBMN 
(Catatan Atas LaporanBarang Milik Negara); 
(3) Bila hasil rekonsiliasi menunjukkan saldo Aset 
TetapNeraca SAK sama dengan Neraca BMN maka 
dilakukanpembuatan Berita Acara Rekonsiliasi; 
(4) Bila Saldo Aset Tetap Neraca SAK tidak sama 
denganNeraca BMN maka dilakukan penelitian atas 
saldoperkiraan Aset Tetap sebelum disesuaikan; 
(5) Penelitian atas saldo perkiraan Aset Tetap 
sebelumdisesuaikan, dilakukan oleh Tim Verifikasi 
dengandokumen sumber sebagai berikut: Neraca SAK 
dan NeracaBMN, CALK, Catatan atas Laporan BMN; 
(6) Bila tidak ditemukan saldo perkiraan Aset Tetap 
sebelumdisesuaikan maka perlu dilakukan pengiriman 
kembali dataBMN dari Aplikasi SIMAK BMN; 
(7) Bila ada saldo perkiraan Aset Tetap sebelum 
disesuaikan,perlu membandingkan RTH Pembelian, 





BMN denganBuku Besar Aset Tetap dan Belanja Modal 
SAK; 
(8) Bila Saldo perkiraan Aset Tetap sebelum 
disesuaikanmerupakan KDP maka dilakukan Prosedur 
KDP baik padaUAKPA maupun UAKPB; 
(9) Bila Saldo perkiraan Aset Tetap sebelum 
disesuaikanbukan merupakan KDP maka dilakukan 
koreksi perekamandata SIMAK BMN pada UAKPB; 
d) Setelah penilitian selesai, dilanjutkan dengan pembuatan 
BeritaAcara Rekonsiliasi (BAR): 
(1) Petugas Verifikasi menyiapkan BAR Internal SAK 
danSIMAK BMN berdasarkan dokumen sumber Format 
BAR,Hasil Penelitian atas Neraca SAK dan SIMAK 
BMN; 
(2) Penandatanganan BAR Internal SAK dan SIMAK 
BMNdilakukan oleh Penanggungjawab UAKPA dan 
UAKPB; 
(3) Petugas administrasi mencatat dan menyimpan 
dalamRegister Pelaksanaan Rekonsiliasi Internal SAK 
dan SIMAKBMN (Arsip, Aplikasi SAK dan SIMAK 
BMN, dan RegisterPelaksanaan Rekonsiliasi). 





Rekonsiliasi UAKPB dengan KPKNL dilakukan dengan 
prosedur sebagaiberikut: 
a) Operator Komputer melakukan back up data, menyiapkan 
ADKBMN, mencetak LBKP dan register pengiriman Data 
ke KPKNL(untuk divalidasi oleh penanggung jawab 
UAKPB); 
b) Petugas Administrasi mengirim LBKP, ADK BMN, dan 
registerpengiriman ke KPKNL. Setelah ditandatangani oleh 
petugasKPKNL, register pengiriman diambil kembali 
sebagai arsip (1Lembar ditinggal di KPKNL sebagai Arsip); 
c) Petugas Verifikasi melakukan Rekonsiliasi dengan KPKNL: 
(1) Jika Laporan Hasil Rekonsiliasi sudah sama, 
lanjutkandengan penandatanganan BAR; 
(2) Jika di dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi masih 
terdapatkekeliruan pada data LBKP, lakukan perbaikan 
data; 
(3) Petugas Verifikasi di UAKPB melakukan perbaikan 
datahasil Rekonsiliasi dan mengulangi langkah 
Rekonsiliasi; 






d) Petugas Verifikasi menerima BAR yang disiapkan oleh 
KPKNL danmenyampaikannya kepada pejabat UAKPB atau 
pejabat lain yangditunjuk untuk ditandatangani; 
e) Petugas Verifikasi menyerahkan kembali BAR yang 
telahditandatangani oleh pejabat UAKPB ke KPKNL untuk 
disahkan olehpejabat yang menangani Rekonsiliasi di 
KPKNL; 
f) Petugas Administrasi menyimpan dan mencatat Laporan 
HasilRekonsiliasi dan BAR dalam register pengiriman data 
ke KPKNL. 
11) Pelaporan Dan Pengiriman Data UAKPB ke UAPPB-W/E1 
a) Operator komputer melakukan back up data SIMAK-BMN; 
b) komputer mencetak Laporan BMN yang terdiri dari:Laporan 
BMN Intrakomptabel, Laporan BMN Ekstrakomptabel, 
Laporan BMN Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel, 
Laporan BMN Bersejarah, Untuk Laporan Periode akhir 
tahun perlu dicetak Laporan Kondisi Barang (LKB) dan 
Laporan Barang Tahunan; 
c) Petugas verifikasi membuat Catatan Ringkas BMN 
berdasarkanLaporan BMN, LKB, Laporan BMN 
tahunan;Pengiriman laporan BMN dilakukan dengan 





UAPPB-W, Dana Dekonsentrasi ke UAPPB-E1, Tugas 
Pembantuan ke UAPPB-E1; 
d) Operator komputer mengirim data BMN dari Aplikasi 
SIMAK BMNdan mencetak serta mengotorisasi register 
pengirimannya; 
e) Petugas administrasi melakukan pengiriman seluruh 
LaporanBMN, ADK dan Catatan Ringkas BMN; 
f) Petugas administrasi menyimpan dan mencatat dalam 
registerpengiriman data SIMAK BMN dalam buku agenda 
dan aplikasiSIMAK-BMN. 
12) Pengiriman Data SIMAK BMN ke SAK 
a) Operator Komputer mengirim Data BMN dari Aplikasi 
SIMAK BMNke SAK dan mentransfer data BMN ke dalam 
bentuk ADK; 
b) Petugas Verifikasi membuat Catatan Ringkas BMN; 
c) Petugas Administrasi mengirim ADK BMN, Register 
Pengirimanyang telah ditandatangani oleh Penanggung 
jawab UAKPB &Catatan Ringkas BMN ke UAKPA; 
























d. Mekanisme Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan 
1) Bagan Arus Penyusunan dan Pengiriman Laporan Keuangan 
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Membuat ADK dan 

































1. Petugas administrasi menerima dokumen sumber dari unit-unit 
terkait, kemudian menyerahkan dokumen sumber ke petugas 
verifikator. 
2. Petugas verifikasi melakukan verifikasi terhadap dokumen 
sumber untuk memastikan bahwa dokumen sumber tersebut sah, 
lengkap dan benar sebelum dokumen sumber tersebut direkam 
dalam aplikasi SAI (SAKPA dan SIMAK BMN). 
2a. Apabila dokumen sumber tersebut belum lengkap, maka 
verifikator akan mengembalikan dokumen tersebut kepada 
petugas administrasi untuk dilengkapi; 
2b. Apabila dokumen sumber tersebut sudah lengkap, maka 
petugas verifikator akan menyerahkan dokumen tersebut 
kepada petugas validator untuk diverifikasi dan divalidasi. 
3. Petugas Validator melakukan verifikasi dan validasi atas 
data/dokumen sumber yang diserahkan oleh petugas verifikator.  
3a. Apabila dari hasil verifikasi dokumen sumber belum lengkap, 
maka petugas validator akan mengembalikan dokumen 
sumber kepada verifikator untuk dilengkapi; 
3b.Apabila dokumen sumber tersebut sudah lengkap, maka 
validator akan memberikan validasi terhadap dokumen 
tersebut dan menyampaikannya kepada verifikator. 
 
4. Verifikator membuat surat perintah perekaman data dan 





5. Operator melakukan input data dari dokumen sumber ke aplikasi 
SAKPA.Operator setelah selesai melakukan input data kedalam 
aplikasi, selanjutnya membuat Arsip Data Komputer (ADK) dan 
mencetak Laporan Keuangan dan menyerahkan hasil cetak 
laporan keuangan tersebut kepada verifikator. 
6. Verifikator melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen sumber 
dengan hasil cetak RTH dan juga hasil cetak transaksi serta hasil 
cetak Laporan Keuangan(LK) yang dilakukan oleh Operator. 
6a. Apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan terhadap hasil 
cetak LK yang disampaikan operator, maka verifikator akan 
mengembalikan hasil LK kepada operator untuk dilakukan 
perbaikan; 
6b. Hasil LK yang sudah diverifikasi disampaikan kepada 
validator untuk diverifikasi ulang dan divalidasi. 
7. LK dilakukan verifikasi ulang dan divalidasi. 
7a. Jika masih ada kekurangan atau kekeliruan, maka LK 
tersebutdikembalikan kepada verifikator untuk diperbaiki; 
7b. LK yang sudah lengkap dan benar kemudian divalidasi dan 
diserahkan kepada verifikator untuk dilakukan rekonsiliasi. 
8. Verifikator bersama operator melakukan rekonsiliasi internal dan 





8a.Dalam rekonsiliasi internal dan eksternal apabila ada 
kekeliruan maka LK tersebut diserahkan kembali ke 
operator untuk dilakukan perbaikan; 
8b. Hasil LK yang telah direkonsiliasi kemudian diserahkan ke 
validator untuk divalidasi. 
9. Validator melakukan validasi terhadap LK yang sudah benar dan 
diserahkan kembali ke verifikator. 
10. Verifikator membuat surat perintah pengiriman LK dan diberikan 
kepada operator dan petugas administrasi. 
10a.Operator melakukan pengiriman ADK ke Kemdikbud melalui 
SIMKEU; 
10b.Petugas administrasi mengirimkan LK ke UAPPA/BWilayah 
dan mengarsipkan LK. 
 
2) Jadwal Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja 
Satker PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta dalam penyampaian 
laporan keuangan berdasarkan pada Permendiknas Nomor 26 Tahun 
2011, periode penyampaian laporan keuangan satker ada dua: 
a) Laporan Semesteran; 
b) Laporan Tahunan. 
Adapun jadwal penyampaian laporan keuangan satker sebagai 
berikut: 


























12 Juli 2xx1 
 
17 Juli 2xx1 
 
22 Juli 2xx1 
 












10 Juli 2xx1 
 
15 Juli 2xx1 
 
20J uli 2xx1 
 










Sumber: Permendiknas Nomor 26 Tahun 2011 
b) Laporan Tahunan 





















23 Januari 2xx1 
 
02 Februari 2xx1 
 















20 Januari 2xx1 
 
29 Januari 2xx1 
 





















(1) Laporan Keuangan yang disampaikan ke Unit Akuntansi di atasnya 
adalah Laporan Keuangan yang telah direkonsiliasi dengan 
KPPN/KPKNL, Kanwil Ditjen PBN/DJKN dan Direktorat Jenderal 
PBN/KN; 
(2) Proses dan Rekonsiliasi termasuk kegiatan penggabungan, rekonsiliasi 
dan pengiriman; 
(3) Tahun 2XX1 adalah untuk tahun anggaran berjalan; 
(4) Tahun 2XX2 adalah 1 (satu) tahun setelah tahun anggaran berjalan.  
B. Pembahasan 
        Sistem Akuntansi Instansi (SAI) digunakan satker PPPPTK Seni dan 
Budaya Yogyakarta untuk penyusunan laporan keuangan, prosedur 
penyusunan laporan keuangan satker dimulai dari penerimaan dan 
verifikasidokumen sumber, perekaman transaksi, verifikasi atas 
perekamantransaksi, pencetakan laporan, serta pengiriman dan distribusi 
laporan.Dalam SAI (SAK DAN SIMAK BMN), petugas yang bertanggung 
jawab dalam proses penyusunan laporan keuangan satker terdiri dari Petugas 
Administrasi, Operator, Verifikator, dan Validator, dengan tugas dan 
tanggung jawab sebagai berikut: 
1. Petugas Administrasi 
Petugas administrasi dalam SAI memiliki tugas dan tanggung jawab  
dalam kegiatan administratif, yaitu: penerimaan dokumen sumber, 
pemeriksaan kelengkapan dokumen sumber, pengiriman dokumen 






Operator SAI memiliki tugas dan tanggungjawab dalam  melakukan 
input data melalui aplikasi SAI (SAK dan SIMAK BMN), Mencetak 
dokumen dan register, membuat ADK kirim laporan pada menu 
Pengiriman, melakukan back up data, bersama dengan Verifikator 
melakukan rekonsiliasi internaldan eksternal, mengirimkan ADK ke 
jenjang unit akuntansi di atasnya, melakukan perawatan sarana 
penunjang. 
3. Verifikator 
Verifikator SAI bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi atas 
kelengkapan dokumen sumbersebelum direkam oleh Operator ke dalam 
aplikasi SAI (SAK dan SIMAK BMN), melakukan verifikasi atas 
kebenaran dokumen sumberdengan hasil cetak RTH dan semua hasil 
cetak transaksiyang dilakukan oleh Operator, bersama dengan Operator 
melakukan rekonsiliasi internaldan external, menjamin pemutakhiran 
data. 
4. Validator 
Bertanggung jawab memberikan otorisasi untuk merekam data transaksi 
kedalam aplikasi SAI (SAK dan SIMAK BMN), menjamin proses 
penyusunan laporan keuangan sesuaidengan prosedur operasi standar 
yang telah ditetapkan, memberikan validasi atas data/dokumen laporan 
keuangan, memberikan persetujuan untuk pengiriman ADK 





Dalam penelitian ini, ada dua hal yang menjadi pembahasan, antara lain: 
1. Kesesuaian Implementasi SAI Satker dengan Peraturan Pemerintah, yaitu 
PMK No 171/PMK.05/2007, terdiri dari: 
b. Gambaran Umum SAI pada Satker; 
c. Prosedur Sistem Akuntansi Instansi (SAI); 
d. Prosedur Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik 
Negara. 
Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa PPPPTK Seni dan Budaya 
Yogyakarta dalam menyelenggarakan SAI belum membentuk Unit 
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggara (UAKPA) dan Unit Akuntansi 
Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). Hal tersebut dapat berdampak negatif 
bagi satker, karena dengan belum dibentuknya UAKPA/UAKPB maka 
satker tidak mempunyai penanggungjawab terhadap kegiatan SAI yang 
pada akhirnya akan berpengaruh buruk terhadap hasil dari laporan 
keuangan yang dibuat satker. Selain itu memperlihatkan pula bahwa 
satker PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta dalam hal implementasi 
SAI belum mematuhi Peraturan Pemerintah nomor 171/PMK.05/2007 
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 
      Prosedur dari SAK dan SIMAK BMN telah menjelaskan secara detail 
terkait proses dari penyusunan sampai dengan pengiriman laporan 
keuangan satker PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta, disitu terlihat 
jelas peran dari masing-masing petugas SAI yang ada, yaitu petugas 





satker, baik itu prosedur SAK maupun SIMAK BMN telah sesuai dengan 
aturan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dengan pelaksanaan prosedur 
tersebut, PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta dapat menyusun dan 
menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah yang 
telah ditetapkan serta dapat menyampaikan laporan keuangan secara tepat 
waktu. 
2. Mekanisme Penyampaian Laporan Keuangan Satker. 
PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta dalam menyampaikan Laporan 
Keuangan telah dilaksanakan secara berjenjang kepada unit akuntansi 
diatasnya (UAPPA/B-W).Laporan Keuangan tersebut disampaikan 
dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Permendiknas 
Nomor 26 Tahun 2011, LaporanKeuangan Tahunan satker PPPPTK Seni 
dan Budaya Yogyakarta disampaikan kepada Unit Akuntansi 
diatasnya(UAKPA-W/UAKPB-W) pada tanggal 14 Januari 2013 dan 
untuk laporan SIMAK BMN disampaikan pada tanggal 18 Januari 2013. 
Waktu penyampaian Laporan Keuangan tersebut telah sesuai dengan 
jadwal yang ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 26 Tahun 2011, 
yaitu untuk tingkat satker panyampaian laporan keuangan tahunan paling 
lambat diterima oleh UAPPA-W/UAKPB-W pada tanggal 20 Januari 





          Keterbatasan penelitian ini adalah jangka waktu penelitian yang 
singkat, penelitian dilaksanakan hanya dua bulan, untuk mengetahui secara 
jelas implementasi SAI pada satker PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta 
dibutuhkan waktu penelitian minimal satu tahun anggaran agar 









SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti dapat 
menarik kesimpulan terkait dengan implementasi SAI pada satker PPPPTK 
Seni dan Budaya Yogyakarta sebagai berikut: 
1. Kesesuaian Implementasi SAI Satker dengan Peraturan Pemerintah, yaitu 
PMK No 171/PMK.05/2007: 
a. Gambaran Umum SAI pada satker PPPPTK Seni dan Budaya 
Yogyakarta. 
Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan gambaran umum SAI 
yang ada di PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta dalam 
penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa SAI yang telah 
diterapkan oleh satker PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta 
belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 171/PMK.05/2007. hal tersebut disebabkan karena satker 
dalam menyelenggarakan SAI belum membentuk Unit Akuntansi 
Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa 
Pengguna Barang (UAKPB). 
b. Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) 
Dari hasil penelitian terkait Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan 





dilaksanakan oleh satkertelah sesuai dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007. 
c. Prosedur Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang 
Milik Negara (SIMAK BMN). 
Berdasarkan hasil penelitian terkait prosedur SIMAK BMN yang 
diterapkan pada satker PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta, 
peneliti menyimpulkan bahwa prosedur yang diterapkan  telah 
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
171/PMK.05/2007. 
Secara keseluruhan peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi 
SAI pada satker PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta masih terdapat 
ketidaksesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
171/PMK.05/2007. Ketidaksesuaian tersebut antara lain dalam   
menyelenggarakan SAI satker belum membentuk Unit Akuntansi Kuasa 
Pengguna Anggaran/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang. 
2. Mekanisme Penyampaian Laporan Keuangan 
 Berdasarkan dari hasil penelitian, mekanisme Penyampaian Laporan 
Keuangan yang diterapkan pada satker PPPPTK Seni dan Budaya 
Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
171/PMK.05/2007. 
        Penyampaian laporan keuangan satker (UAKPA/B) kepada 





bahwa PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta sudah taat dalam hal waktu 
penyampaian laporan keuangan.  
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan diatas, 
peneliti dapat memberikan saran guna perbaikan dalam hal implementasi 
SAI, saran tersebutadalah segera dibentuk Unit Akuntansi (UAKPA/UAKPB) 
yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SAI pada tingkat satker, 
dengan dibentuknya unit akuntansi tersebut memperlihatkan bahwa satker 
PPPPTK Seni dan Budaya telah mengimplementasikanSAI sesuai dengan 
peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
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